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ABSTRAK 
 
NAMA :   RESKIANA 
NIM  :   90400114142 
JUDUL :  IMPLEMENTASI AUDIT SYARIAH DI BNI SYARIAH  
    MAKASSAR  
     
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Audit Syariah pada 
BNI Syariah Makassar dan berfokus pada 4 pokok masalah yaitu: kerangka kerja 
audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan 
independensi auditor syariah. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini 
terdiri dari satu informan dari pihak BNI Syariah Makassar yaitu Branch Internal 
Control (BIC). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang 
diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang 
diperoleh dari data internal perusahaan, dan beberapa studi pustaka.  
Hasil menunjukkan bahwa BNI Syariah Makassar telah melaksanakan 
tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Syariah, Kerangka kerja 
(framework) audit syariah pada BNI Syariah mengacu pada dua pedoman , yaitu 
PSAK Syariah, yakni panduan audit yang dikeluarkan oleh IAI sebagai pedoman 
pemeriksaan pada laporan keuangan dan fatwa DSN-MUI, yakni pedoman audit 
yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman pemeriksaan diluar aspek 
laporan keuangan. Ruang lingkup (scope) audit syariah pada BNI Syariah meliputi 
tiga hal yakni Audit atas Laporan keuangan, aspek-aspek operasional bank 
Syariah dan Audit Kepatuhan Syariah. Dalam pengangkatan Auditor Syariah di 
BNI Syariah, belum ada yang khusus mengenai kualifikasi. Namun tetap di tes 
sesuai dengan kualifikasi apa yang di harapkan. Independensi Auditor syariah 
pada BNI Syariah memberikan tuntutan dalam 2 aspek yaitu religiusitas dan 
profesionalitas. 
Kata Kunci: Kerangka Kerja (framework) Audit Syariah, Ruang Lingkup Audit 
Syariah, Kualifikasi Auditor Syariah, dan Independensi Auditor Syariah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk 
menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek 
kehidupan termasuk bisnis dan transaksi keuangan (Antonio, 2010).  
Perkembangan perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di 
Indonesia dan di banyak Negara pada saat ini terbagi menjadi dua kelompok besar 
yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara umum, kedua jenis bank 
maupun LKBB ini seolah-olah sama. Kesamaan di antara keduanya, terutama di 
mata orang awam, adalah sama-sama mengumpulkan dan mendistribusikan dana 
dari dan kepada masyarakat. Kadang masyarakat, terutama masyarakat awam, 
sulit membedakan praktik perbankan konvensional maupun syariah di lapangan, 
khususnya di tataran mikro (Hadi, 2017). 
Akan tetapi dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki 
perlakuan yang berbeda karena tranksasi-transaksi yang berlaku dalam lembaga 
keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan 
konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap 
operasionalnya dengan menghilangkan riba, maysir, gharar, tadlis dan larangan 
syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang 
mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah 
Nasional (Umam, 2015). 
Nuhung (2014), juga menjelaskan bahwa Prinsip utama operasional bank 
yang berdasarkan syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an 
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dan Sunnah Rasulullah SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank 
yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank 
syariah dengan kegiatan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem 
pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya, bank yang berdasarkan prinsip syrariah tidak menggunakan 
sistem bunga dalam menggunakan imbalan atas dana yang digunakan atau 
dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan 
maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai 
dengan hukum islam. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank syariah 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. 
Tujuan dari organisasi bisnis syariah (termasuk bank syariah) adalah 
melakukan kegiatan dalam kerangka etika syariah (hukum Islam) untuk mencapai 
falah (sukses di dunia dan akhirat). Ini berarti bahwa organisasi bisnis Islam harus 
menggunakan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan 
sehari-hari. Ciri khas dari bank syariah adalah bahwa nilai-nilai Islam mengatur 
semua transaksi keuangan mereka (Karim, 1990). Menurut Algould & Lewis 
(2001), corporate governance pada bank syariah mempunyai peranan penting 
untuk mewujudkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Terdapat perbedaan 
pelaksanaan antara GCG Bank Konvensional dan Syariah yaitu keharusan bagi 
perbankan syariah untuk memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). Hal 
inilah yang secara fundamental membedakan antara bank syariah dengan bank 
konvensional. 
Lembaga keuangan Islam memiliki kewajiban untuk memastikan 
kepatuhan dengan prinsip Syariah dalam semua aspek  produk, instrumen, operasi, 
praktek dan manajemen yang akan dicapai dengan pembentukan kerangka kerja 
tata kelola Syariah yang tepat. Dengan demikian pengawasan Syariah memainkan 
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peran penting dalam pemerintahan lembaga keuangan Islam dan merupakan 
bagian dari komponen utama dari pemerintahan Syariah framework (Hamza H, 
2013). 
Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 
pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam operasinya, bank 
Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan 
dalam pengertian diatas, yaitu: 
1. Bebas dari bunga (riba), 
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (masyir), 
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), 
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil) dan 
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. 
Istilah bank dalam Al-qur’an tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika 
yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, 
manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan secara jelas, 
seperti zakat, shadaqah, ghadimah (rampasan perang), ba’i (jual beli), dayn 
(utang dagang), maal (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi dalam kegiatan 
ekonomi (Nuhung, 2014). 
Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam 
yang besar, lembaga keuangan syari’ah terbukti secara empiris tetap bertahan 
dalam kondisi krisis ekonomi yang memorak-porandakan sendi-sendi ekonomi 
dan sosial masyarakat. Pilar utama perekonomian syariah adalah perbankan 
syariah (Muhammad, 2008). Target nasabah pada pemanfaatan produk perbankan 
syariah atau ekspektasi imbalannya adalah nisbah bagi hasil, sehingga nasabah 
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sering disebut sebagai investor. Di tengah ketidakstabilan ekonomi tersebut dan 
masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, bank 
syariah tetap dapat mampu berdiri tegak di tengah berbagai terpaan, rintangan dan 
persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut memacu institusi perbankan 
syariah untuk lebih kreatif, inovatif, dan terorganisasi dengan profesional. Bank 
syariah diharapkan mampu menjawab segala harapan dan optimisme pentingnya 
sistem Islam diterapkan dalam dunia perbankan melalui peningkatan kualitas 
produk yang dimilikinya (Perwataadmadja, 1999). 
Perkembangan yang pesat perbankan Syariah dengan jumlah asset 
pertumbuhan yang makin meningkat yang melebihi perkembangan perbankan 
konvensional menjadikan isu transparansi pada bank Islam. Potensi 
penyimpangan pada bank Syariah yang sering menjadi pertanyaan dan 
menimbulkan kegelisahan publik adalah apakah sistem perbankan Syariah sudah 
sesuai dengan kaidah atau kepatuhan Syariah Islam (Shariah compliance). Publik 
menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara bank Syariah dan bank 
konvensional karena, publik mengalami kesulitan membedakan antara akad di 
bank Syariah dengan transaksi pada bank konvensional. Sehingga publik 
mempunyai harapan yang tinggi terhadap performance bank Syariah sebagai 
alternatif dalam sistem ekonomi (Rahmawati dkk.,2017). 
Kepatuhan atas pemenuhan terhadap prinsip syariah di LKS harus tetap 
terjaga mulai dari produk, mekanisme operasional, dan pengumpulan dana. Hal 
tersebut dilakukan agar pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS tetap terjamin 
(Azizah, 2010; Bapepam LK, 2006). Oleh karena itu, implementasi sharia 
compliance di LKS menjadi suatu keniscayaan. Sebab, apabila terjadi pelanggaran 
atas sharia compliance maka akan merusak citra dan kredibilitas LKS di mata 
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masyarakat. Untuk itulah maka peranan auditor di LKS harus benar-benar 
dioptimalkan (Azizah, 2011). 
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIFI) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan 
mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk 
bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar Auditing AAOIFI 
untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup lima standar, yaitu 
tujuan dan prinsip (objective andprinciples of auditing), laporan auditor (auditor’s 
report), ketentuan keterlibatan audit (terms of audit engagement), lembaga 
pengawas syariah (shari’a supervisory board), dan tinjauan syariah (shari’a 
review), (Rahmawati et al., 2017). 
Audit laporan keuangan pada perusahaan, termasuk bank syariah, 
dilakukan oleh auditor eksternal yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai 
dengan kebutuhan professional profesi akuntan. Hal ini menimbulkan pertanyaan 
apakah itu sudah cukup atau memadai ketika auditor "konvensional" mengaudit 
dan membuat laporan audit sebuah organisasi Islam (termasuk bank syariah) 
meskipun ia mungkin memiliki kualifikasi profesional. Karena itu, kebutuhan 
untuk audit syariah dan auditor syariah menjadi penting untuk suatu Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) karena organisasi ini memiliki sifat atau kegiatan yang 
berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya. Meskipun AAOIFI telah 
mengeluarkan serangkaian standar audit untuk LKS, namun kurang berfungsi 
dengan maksimal karena AAOIFI tidak memiliki kekuatan memaksa anggotanya 
untuk mengadopsi semua standarnya (Nugraheni, 2012). 
Menurut Hadi (2017), LKS secara berkala harus membuat Laporan 
Keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan LKS pada waktu tertentu. 
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 
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suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 
perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Salah satu komponen dalam Catatan Laporan Keuangan adalah 
pengungkapan- pengungkapan yang berhubungan dengan penerapan konsep 
syariah. Dengan demikian, maka KAP yang melakukan audit atas LKS adalah 
KAP yang menguasai transaksi syariah, sehingga Opini Auditor yang 
dikeluarkannya bisa sepenuhnya dipercaya. Penguasaan atas transaksi syariah bagi 
KAP sangat diperlukan, agar informasi yang disampaikan (dalam hal ini Opini 
Auditor) bisa terbebas dari peringatan QS. Al Hujurat/49 ayat 6 sebagai berikut: 
 
اًمْوَق اُوبيُِصت َْنأ اُونَّيََبتَف ٍَإَبنِب ٌقِساَف ْمُكَءاَج ِْنإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي  ٍَةلاَهَجِب
 َنيِمِداَن ُْمتْلََعف اَم َٰىلَع اوُحِبُْصتَف 
Terjemahnya: 
"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”(Al-
hujurat: 6). 
Ayat diatas menunjukkan bahwa akuntan pemeriksa harus yakin 
sepenuhnya atas informasi yang disampaikan itu benar. Bila pengguna Laporan 
Audit bisa menemukan kesalahan, maka Laporan Audit itu bisa dikelompokkan 
dalam berita dari orang-orang fasik. 
Hameed dan Yaya (2005), menyatakan pentingnya suatu organisasi Islam 
untuk memiliki audit shariah dalam rangka berkontribusi mencapai tujuan 
Maqashid Ash-Shariah. Lebih lanjut, (Abdul Rahman, 2008) berpendapat bahwa 
penting untuk mengevaluasi kebutuhan audit syariah untuk menyempurnakan 
mekanisme kepatuhan syariah yang sudah dibuat. Hal ini disebabkan 
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meningkatnya tuntutan stakeholders akan adanya jaminan kepatuhan syariah dan 
akuntabilitas organisasi. 
Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan 
bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak 
melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap 
aktivitas bank  syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian 
seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan 
sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah 
(Rahmawati dkk., 2017). Sehingga, salah satu pilar penting dalam pengembangan 
bank syariah adalah sharia compliance. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama 
antara bank syariah dengan bank konvensional.  
Menurut Adrian Sutedi (2009), kepatuhan syariah dalam operasional bank 
syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan 
identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, 
dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah 
dalam bank syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan 
spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, 
maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami. Untuk 
menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan 
pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (El Junusi, 
2012). 
Pengaturan dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan 
dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali bank syariah. Regulasi tidak akan 
memiliki peran yang cukup berarti tanpa disertai sistem monitoring yang tepat. 
Oleh karena itulah, efektivitas pengawasan merupakan suatu keharusan (Chapra 
dan Ahmed, 2008). 
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Junsu (2012) menjelaskan, hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan 
bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki 
kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan 
konsistensi penerapan prinsip syariah. Dengan demikian pemenuhan prinsip 
syariah oleh pengelola bank syariah dibutuhkan untuk menumbuhkan 
kepercayaaan seluruh stakeholders (Wardayati, 2011). Kebutuhan atas kepastian 
pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit 
syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan 
akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga 
stakeholder merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat 
dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. 
Hasil penelitian yang dilakukan Mardiyah dan Mardian (2015) 
menjelaskan bahwa terdapat 4 pokok masalah dalam audit syariah, yaitu; 
kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor 
syariah, dan independensi auditor syariah. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas mendasari 
penulis untuk meninjau pelaksanaan audit syariah guna mewujudkan Shariah 
Complince pada Lembaga Keuangan Syariah. Dengan objek penelitian dari LKS 
yakni BNI Syariah Makassar yang merupakan lembaga keuangan yang beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
Dari gambaran diatas maka penulis ingin lebih melihat bagaimana praktik 
Audit Syariah yang selama ini dinilai punya andil besar terhadap reputasi suatu 
lembaga perbankan. Untuk itulah penulis mengangkat judul skripsi 
“Implementasi Audit Syariah Di BNI Syariah Makassar”. 
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B. Rumusan masalah 
Bank Syariah adalah salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) yang memiliki karakteristik berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan 
karakter tersbut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan 
lembaga keuangan syariah termasuk pelaksanaan Auditnya. Kegiatan pengawasan 
dan audit pada bank syariah merupakan  suatu rangkaian yang saling mendukung 
dalam kegiatan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang harus 
dilakukan sesuai standard dan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan 
tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga 
Keuangan Syariah (perbankan syariah) dalam melaksanakan prinsip dan aturan 
syariah pada produk dan operasional usahanya (Emilia, 2014).  
Dengan demikian audit Syariah memiliki peranan yang penting karena 
adanya kesadaran yang tumbuh di antara lembaga-lembaga Islam bahwa setiap 
lembaga harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dari hukum Islam yang 
berdasarkan Maqasid Ash-Shariah dan Fungsi audit syariah dari prespektif Islam 
jauh lebih penting dan halus karena memanifestasikan akuntabilitas auditor tidak 
hanya kepada pemangku kepentingan, tapi juga kepada Sang Pencipta (Allah 
SWT) dan percaya bahwa tindakan dan pikiran seseorang selalu di awasi oleh 
Allah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
pelaksanaan Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (BNI Syariah 
Makassar), terdapat 4 pokok masalah dalam audit syariah, yaitu : 
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1. Bagaimana kerangka kerja (framework) Audit Syariah di BNI Syariah 
Makassar? 
2. Bagaimana ruang lingkup Audit Syariah di BNI Syariah Makassar? 
3. Bagaimana Kualifikasi Auditor Syariah di BNI Syariah Makassar? 
4. Bagaimana Independensi Auditor Syariah di BNI Syariah Makassar? 
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (BNI Syariah Makassar). 
D. Penelitian terdahulu 
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan 
dalam penelitian ini adalah: 
Ro’fah Setyowati (2017), yang berjudul “Rasionalitas Pendekatan 
Shariah Compliance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan 
Syariah”. Kajian ini bertujuan untuk memanfaatkan Shariah Compliance sebagai 
pendekatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 
syariah, dengan menggunakan pendekatan filisofis, historis, komparatif, dan 
analitis kritis. Dari kajian ini dihasilkan pemahaman bahwa pendekatan Shariah 
Compliance merupakan pilihan tepat, mengingat beberapa rasionalitas, yaitu: 
filosofis, historis, teoritis-konseptual, empiris-praktis. Dalam upaya peningkatan 
kepercayaan masyarakat melalui pendekatan Shariah Compliance, sangat 
membutuhkan peran MUI dan pemerintah secara optimal. 
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Luqman Nurhisam (2016), yang berjudul “Kepatuhan Syariah (Shariah 
Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah”. Pendekatan penelitian 
menggunakan Deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap 
kepatuhan syariah (Shariah Compliance), memiliki tanggung jawab yang diatur 
melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan 
terciptanya kepatuhan syariah (Shariah Compliance) yang merupakan unsur 
utama dalam keberadaan dan keberlangsungan usaha bagi industri keuangan 
syariah. 
Khotibul Umam (2015), yang berjudul “Urgensi Standarisasi Dewan 
Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”. 
Jenis penelitian digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan 
mencari buku-buku atau data-data tertulis lainnya yang memiliki kesesuaian 
dengan topik penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa sekolah 
profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk direalisasikan 
dalam mencetak Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional sehingga 
dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-
produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat 
kedepannya. 
Syamsul Hadi (2017), yang berjudul “Audit dan Tata Kelola Lembaga 
Keuangan Syariah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasilnya 
menunjukkan bahwa audit Lembaga Keuangan Syariah tidak banyak berbeda 
dengan audit bukan Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan terletak pada adanya 
tambahan obyek audit yang berhubungan dengan syariah. Audit dan tata kelola 
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perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank. Audit LKS 
harus dijalankan sesuai standar IAPI dan AAOFI secara bersamaan.  
Penelitian di atas telah membuktikan bahwa Kepatuhan Syariah (Shariah 
Compliance) merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan Lembaga 
Keuangan Syariah. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di 
Lembaga Keuangan Syariah, diperlukan audit syariah. Kepatuhan Syariah 
merupakan aspek yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. 
Namun sampai saat ini kepatuhan syariah menjadi isu yang masih krusial karena 
bank syariah masih mengikuti perbankan konvensional, dan sebagian besar bank 
syariah di Indonesia masih dibawah otoritas bank konvensional. Sehingga dalam 
persepsi masyarakat, bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional. 
 
E. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek teoretis 
maupun aspek praktis. 
1. Manfaat Teoretis 
Memberikan konstribusi dalam mencapai tujuan perusahaan melalui 
shari’ate enterprise theory yang  merupakan enterprise theory yang telah 
diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang 
transcendental dan lebih humanis. Enterprise theory, seperti telah dibahas oleh 
(Triyuwono, 2007), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban 
tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok 
stakeholders yang lebih luas.  
 
2. Manfaat Praktisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan masukan bagi 
perusahaan untuk menerapkan konsep kepatuhan syariah. Acuan dan masukan ini 
dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan kinerja perbankan yang 
didukung oleh organ vitalnya yaitu audit syariah. Dengan dukungan kedua bagian 
ini maka perusahaan akan memiliki struktur dan schedule yang kompeten serta 
memiliki kinerja pegawai yang optimal. 
 
3. Manfaat Regulasi 
Secara regulasi penelitian ini diharapkan menjadi perhatian para DSN 
sebagai pengawas DPS/auditor syariah dan perhatian terhadap perusahaan di 
dalam menjalankan fungsi kelembagaannya agar operasional bank Islam tidak 
menyimpang dari tuntutan Syariah Islam. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
  
A. Shariah Enterprise Theory (SET) 
Shari’ate enterprise theory pertama kali diperkenalkan oleh Iwan 
Triyuwono pada tahun 2000. Shari’ate enterprise theory adalah pengembangan 
dari enterprise theory yang didalamnya sudah terdapat nilai-nilai keIslaman. 
Awalnya, enterprise theory hanya melingkupi aspek sosial dan pertanggung-
jawaban (Triyuwono, 2003). Namun demikian, enterpise theory melakukan 
pengembangan agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari’ah. 
Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk 
teori dikenal dengan istilah Shari’ah Enterprise Theory (SET). (Triyuwono, 
2007).  
Enterprise Theory, menurut (Triyuwono, 2007), mampu mewadahi 
kemajemukan masyarakat (stakeholder) hal yang tidak mampu dilakukan oleh 
proprietary dan entity theory. Hal ini karena konsep enterprise theory 
menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan 
(stakeholder), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholders. Oleh 
karena itu, enterprise theory ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang 
mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. 
Menurut SET, stakeholders meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan 
merupakan pihak paling tertinggi dan merupakan satu-satunya tujuan hidup 
manusia. Dengan menempatkan tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali 
penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan 
kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi 
menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah di tetapkannya 
SunnatLllah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa 
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dengan SunnatuLlah ini, akuntansi syariah hanya di bangun berdasarkan pada tata 
aturan atau hukum-hukum Islam (Triyuwono, 2007). 
Meutia (2010), menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk 
mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah, dalam hal ini Bank 
Syariah, adalah Shariah Enterprise Theory (SET). Hal ini karena dalam Shariah 
Enterprise Theory (SET), Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber 
daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di 
dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan 
tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi amanah. 
B. Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah) 
Kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (corporate 
governance). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh 
prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan 
kredibilitas di bank syariah. Di sinilah pentingnya kompetensi dan independensi 
harus dimiliki oleh auditor di LKS agar pelaksanaan sharia compliance dapat 
dilakukan dengan baik (Nadia et al, tth). Dengan demikian yang dimaksud dengan 
penerapan shariah compliance yang ideal pada bank syariah adalah produk-
produknya yang syariah, operasional, pelayanan, keuangan dan manajemen bank 
syariah sesuai dengan prinsip syariah (Martasari, 2015). 
Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah sharia 
compliance. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan 
bank konvensional (EI Junusi, 2012). Shariah Compliance pada bank syariah 
adalah tingkat kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah. Adapun 
Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah adalah sebagai berikut: 
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a. Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/Al-wadi’ah) 
Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak 
lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga dan dikembalikan 
kapan saja si penitip menghendaki. Adapun Landasan Syariah pada prinsip Al-
wadi’ah adalah sebagai berikut: 
Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 58 dan QS Al-Baqarah/2: 283. 
 َ َّاللَّ َِّنإ َْنأ ِساَّنلا َنْيَب ُْمتْمَكَح َاِذإَو اَهِلَْهأ َٰىِلإ ِتاَناََمْلْا اوُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمأَي
اًريَِصب اًعيِمَس َناَك َ َّاللَّ َِّنإ ۗ ِهِب ْمُكُظَِعي ا َّمِِعن َ َّاللَّ َِّنإ ۚ ِلَْدعْلاِب اوُمُكَْحت 
Terjemahnya: 
”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(An-Nisa: 58). 
 
 ْمُكُضَْعب َنَِمأ ِْنإَف ۖ ٌةَضُوبْقَم ٌناَهَِرف اًبِتاَك اُودَِجت َْملَو ٍَرفَس ٰىَلَع ُْمتْنُك ِْنإَو
 ْنَمَو ۚ ََةداَهَّشلا اوُُمتَْكت َلََو ۗ ُهَّبَر َ َّاللَّ ِقَّتَيْلَو َُهتَناََمأ َنُِمتْؤا يِذَّلا ِ دَُؤيْلَف اًضَْعب
 َي ٌميِلَع َنُولَمَْعت اَِمب ُ َّاللََّو ۗ ُُهبْلَق ٌِمثآ ُهَِّنإَف اَهُْمتْك  
Terjemahnya: 
”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”(Al-baqarah: 283). 
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b. Prinsip Bagi Hasil (profit-sharing) 
Bagi hasil adalah pendapatan utama pada kegiatan Syariah, karena pada 
dasarnya semua kegiatan syariah harus mempunyai manfaat yang adil antara 
semua yang terlibat dalam kegiatan usaha yang mempergunakan prinsip syariah. 
1) Al-Musyarakah  
Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 
(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun Landasan Syariah pada 
prinsip Al-musyarakah  adalah sebagai berikut: 
Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 12 dan QS Sad/38: 24. 
...ُِثلُّثلا ِيف ُءاَكَرُش ْمَُهف 
Terjemahnya: 
“…maka mereka berserikat pada sepertiga…”(An-nisa: 12). 
 
 َِّلَإ ٍضَْعب ٰىَلَع  ْمُهُضَْعب يِغْبََيل ِءاََطلُخْلا َنِم اًريِثَك َِّنإَو... اُونَمآ َنيِذَّلا 
...ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو 
Terjemahnya: 
“…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh…”(Sad: 24). 
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2) Al-Mudharabah 
Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana 
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 
pihak lainnya menjadi pengelola. Perjanjian di awal antara penyedia modal 
dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih, akan dibagi menurut 
rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak 
penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, 
kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, 
dan penyalahgunaan. Adapun  landasan Syariah Al-mudharabah lebih 
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, yaitu: 
3) Al-Muzara’ah 
Al-muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik 
lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada 
si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 
(persentase) dari hasil panen. 
4) Al-Musaqah 
Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana 
si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. 
Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 
c. Prinsip Jual Beli (sale and purchasing) 
1) Bai’ Al-Murabahah  
Bai’ Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati. Penjualan pada murabahah secara jelas 
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memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa 
besar keuntungan yang diperoleh pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa 
berupa nominal keseluruhan atau berdasarkan persentase.  
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 275. 
  ْلا ُ َّاللَّ َّلََحأَو..َاب ِ رلا َم َّرَحَو َعْيَب.  
Terjemahnya: 
“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”(Al-
baqarah: 275). 
2) Bai’ As-Salam 
Bai’ As-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian 
hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.  
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 282. 
  ُهُوُبتْكاَف ى ًّمَسُم ٍلََجأ َٰىِلإ ٍنَْيِدب ُْمتْنَيَاَدت َاِذإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي... … 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…”(Al-baqarah: 
282). 
3) Bai’ Al-Istishna’ 
Bai’ Al-Istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan 
pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari 
pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau 
membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya 
kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem 
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pembayaran; apakah pembayan dilakukan di muka, melalui cicilan, atau 
ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. 
d. Prinsip Sewa 
1) Al-Ijarah  
Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
(ownership) atas barang itu sendiri. 
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 233. 
 َّلَس َاِذإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج ََلَف ْمَُكدَلََْوأ اُوعِضَْرتَْست َْنأ ُْمتْدََرأ ِْنإَو... ُْمتَْيتآ اَم ُْمتْم
 ٌريَِصب َنُولَمَْعت اَِمب َ َّاللَّ ََّنأ اوَُملْعاَو َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ۗ ِفوُرْعَمْلاِب 
Terjemahnya: 
 
“…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan”(Al-baqarah: 233). 
 
2) Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (IMB) 
Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak 
jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 
kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula 
yang membedakan dengan ijarah biasa. 
e. Prinsip Jasa 
1) Al-Wakalah  
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Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian 
mandate. Ada pula pengertian-pengertian lain dari wakalah, yaitu; Wakalah 
adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang 
lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak 
kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan 
oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang 
disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah 
tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. 
Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran/3: 173. 
 ُليِكَوْلا َمِْعنَو ُ َّاللَّ اَُنبْسَح ... 
Terjemahnya: 
 
“…Cukuplah Allah sebagai penolong kamu dan Dia sebaik-baik 
pemelihara”(Ali Imran: 173). 
2) Al-Kafalah  
Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 
Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab 
seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain 
sebagai penjamin. 
Allah SWT berfirman dalam QS Yusuf/12: 72. 
  ٌميِعَز ِِهب َاَنأَو ٍريَِعب ُلْمِح ِهِب َءاَج ْنَمِلَو ِكِلَمْلا َعاَوُص ُدِقْفَن اُولاَق 
Terjemahnya: 
”Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang 
dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban 
unta, dan aku menjamin terhadapnya”(Yusuf: 72). 
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3) Al-Hawalah 
Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 
orang lainyang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini 
merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi 
tanggungan muhal ‘alaih (orang yang berkewajiban membayar utang. 
4) Ar-Rahn 
Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki 
nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan 
untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara 
sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. 
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 283. 
 ْمُكُضَْعب َنَِمأ ِْنإَف ۖ ٌةَضُوبْقَم ٌناَهَِرف اًبِتاَك اُودَِجت َْملَو ٍَرفَس ٰىَلَع ُْمتْنُك ِْنإَو
 َت َلََو ۗ ُهَّبَر َ َّاللَّ ِقَّتَيْلَو َُهتَناََمأ َنُِمتْؤا يِذَّلا ِ دَُؤيْلَف اًضَْعب ْنَمَو ۚ ََةداَهَّشلا اوُُمتْك
 ٌميِلَع َنُولَمَْعت اَِمب ُ َّاللََّو ۗ ُُهبْلَق ٌِمثآ ُهَِّنإَف اَهُْمتَْكي 
Terjemahnya: 
 
 ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Al-
baqarah: 283). 
5) Al-Qardh 
23 
 
 
 
Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 
atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan.  
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hadid/57: 11. 
 ِرَك ٌرَْجأ ُهَلَو َُهل ُهَفِعاَُضَيف ًانَسَح اًضَْرق َ َّاللَّ ُضِرُْقي يِذَّلا َاذ ْنَم ٌمي  
Terjemahnya: 
 
”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka 
Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan 
memperoleh pahala yang banyak” (Al-hadid: 11). 
Dengan demikian yang dimaksud dengan penerapan shariah compliance 
yang ideal pada bank syariah adalah produk-produknya yang syariah, operasional, 
pelayanan, keuangan dan manajemen bank syariah sesuai dengan prinsip syariah 
(Martasari, 2015). 
 
C. Audit Syariah 
Jika dalam lembaga konvensional, proses pengawasan dan evaluasi kinerja 
operasional dilakukan salah satunya dengan audit, maka begitu pula dengan 
lembaga keuangan syariah. Kebutuhan atas audit sebagai bentuk pengawasan dan 
evaluasi menjadi mutlak dibutuhkan (Emillia, 2014). 
1. Pengertian Audit Syariah 
Audit Syariah pada jasa keuangan Islam memiliki arti akumulasi dan 
evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara 
informasi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah 
(Wardayati, 2016). Sedangkan menurut Yaacob (2012), Audit syariah adalah 
sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS 
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terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, 
proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi 
dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan 
ketaatan terhadap prinsip syariah. 
 
2. Landsan Syariah  
Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al-Qur’an , 
Sunnah dan ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa 
tertentu), dan ‘uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah 
Islam. Kaidah-kaidah Audit Syariah memiliki peraturan khusus yang 
membedakan dengan kaidah Audit Konvensional. Dalam Al-Qur’an disampaikan 
bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. 
Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan 
bagi orang lain kita menguranginya. 
Ada banyak pesan tentang audit dan control dalam ajaran Islam. Berikut 
ini beberapa nash Al-qur’an dan hadist yang dapat dijadikan renungan oleh para 
banker dan praktisi keuangan.  
a. Al-Qur’an 
1) QS Al-Maa’idah/5: 8 
 
 َءَادَُهش ِ َِّلِلّ َنيِما َّوَق اُونوُك اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي ُنآَنَش ْمُكَّنَمِرْجَي َلََو ۖ ِطْسِقْلاِب
 ٌريِبَخ َ َّاللَّ َِّنإ ۚ َ َّاللَّ اُوقَّتاَو ۖ ٰىَوْقَّتلِل ُبَرَْقأ َوُه اُولِدْعا ۚ اُولِدَْعت ََّلَأ ٰىَلَع ٍمْوَق
 َنُولَمَْعت اَِمب 
 
 Terjemahnya:  
 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil” (Al-maa’idah: 8). 
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2) QS Al-Ashr/103: 1-3 
 
 ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا َّلَِإ*ٍرْسُخ يَِفل َناَسْن ِْلْا َِّنإ*ِرَْصعْلاَو
 ِ  قَحْلِاب اْوَصاََوتَورْب َّصلِاب اْوَصاََوتَو  
 
Terjemahnya: 
  
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 
dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasehati 
supaya menetapi kesabaran” (Al-ashr: 1-3). 
 
b. Al-Hadits 
ا ًّرُم َناَك ِْنإَو َّقَحْلا ُِلق 
Artinya: 
“ Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit”, (HR. Imam Baihaqi). 
 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kaidah Akuntansi 
dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum 
yang baku dan permanen dan dipergunakan oleh seorang akuntan dalam 
pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun 
penjelasan dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.  
 
3. Perkembangan  Audit Syariah 
Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipraktikkan di lapangan dan bukan 
hanya menjadi bahan diskusi para ahli. Pada mulanya system ini diterapkan dalam 
dalam sektor perbankan, dan kemudian juga merambat pada sektor keuangan 
lainnya seperti asuransi dan pasar modal. Dengan munculnya sistem tersebut mau 
tidak mau lembaga ini pasti memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional, 
karena ia dioperasikan dengan menggunakan sistem nilai syariah yang didasarkan 
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pada kedaulatan Tuhan bukan kedaulatan rasio ciptaan Tuhanyang terbatas. 
Dengan demikian maka sistem yang berkaitan dengan eksistensi lembaga ini juga 
perlu menerapkan nila-nilai Islami jika kita ingin menerapkan nilai-nilai Islam 
secara konsisten. Maka disinilah relevansi perlunya sistem auditing Islami dalam 
melakukan fungsi audit terhadap lembaga yang dijalankan secara Islami ini 
(Wardayati, 2016). 
Harahap (2002), Akuntansi Islam ini muncul karena akuntansi 
konvensional tidak memperhatikan sama sekali nilai-nilai Islam. Akuntansi 
konvensional tidak mengenal halal dan haram dan tidak mampu mengemban nilai-
nilai keadilan murni sebagaimana yang disyariatkan Islam. Akuntansi 
konvensional hanya memiliki satu tujuan yaitu mengabdikan diri pada 
kepentingan pemilik modal. Tugas moral dari perusahaan adalah mencari laba 
tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, moralitas, 
dan sebagainya. Akhirnya sebagai seorang muslim mereka tidak melihat akuntansi 
konvensional ini sesuai dengan nilai Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai 
moral, keadilan, dan kesejahteraan umat, bukan saja di dunia tetapi juga di 
akhirat. Dengan lahirnya akuntansi Islam maka secara otomatis juga akan 
membutuhkan Auditing Islam. 
 
4. Tujuan Audit Syariah 
Tujuan utama auditing LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan 
keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material 
telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi 
nasional negara bersangkutan. Dengan kata lain audit dalam LKS tidak hanya 
terbatas pada peraturan umum audit financial tetapi juga pandangan syariah 
(Hanifa, 2010). 
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Tugas auditor eksternal di dalam LKS selain mengaudit laporan keuangan 
juga melakukan uji kepatuhan syariah. Proses audit yang dilakukan melibatkan 
struktur, dokumen terencana yang melibatkan beberapa tahapan perencanaan audit 
dan diakhiri dengan pengungkapan opini dalam bentuk laporan audit terkait 
apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai fatwa, aturan dan pedoman yang 
dikeluarkan DPS di LKS tersebut, standar AAOIFI, dan standar akuntansi yang 
relevan serta praktik di negara bersangkutan (Hanifa, 2010). 
 
D. Standar Auditing AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions) 
Pada tahun 1991, Akuntansi berbasis Bahrain dan Organisasi Audit untuk 
Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) didirikan oleh lembaga keuangan Islam dan 
pihak lain yang berkepentingan untuk mengatur akuntansi internasional dan (baru-
baru ini) standar auditing untuk lembaga keuangan Islam didasarkan pada ajaran 
syariat. Pernyataan AAOIFI ini dimaksudkan untuk melayani lembaga keuangan 
Islam di berbagai negara di mana mereka beroperasi (Abdel Karim, 1999). 
Adapun standar yang dapat menunjang proses audit yang dibuat oleh 
AAOIFI, dalam (Wardayati, 2016) adalah sebagai berikut:  
1. Tujuan dan Prinsip Audit 
Objective and Principles of Auditing (Tujuan Dan Prinsip Audit). Tujuan 
utama dari audit IFI terletak pada pernyataan pendapat mengenai apakah laporan 
keuangan disusun dalam semua hal material sesuai dengan Prinsip Syariah 
Peraturan dan standar akuntansi dari AAOIFI serta relevan dengan standar 
akuntansi nasional dan praktek di negara di mana lembaga keuangan beroperasi. 
Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan adil 
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terhadap laporan keuangan. Auditor harus sesuai dengan kode dan etika sebagai 
akuntan profesional yang diterbitkan oleh AAOIFI dan Federasi Internasional 
akuntan yang tidak bertentangan dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip. Adapun 
prinsip-prinsip etis yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi: 
1) Kebenaran, 2) Integritas, 3) Kepercayaan, 4) Keadilan, 5) Kejujuran, 6) 
Independen, 7) Obyektifitas, 8) Professional competence, 9) Due care, 10) 
Kerahasiaan, 11) Profesional behavior, 12) Standar teknis. 
 
2. Laporan auditor 
Auditor’s Report (Laporan Auditor). Auditor harus meninjau dan menilai 
kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk 
menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan Auditor 
adalah sebagai berikut: Judul, Alamat yang dituju, pembuka atau pengantar 
paragraf, paragraf lingkup, referensi untuk asifis dan standar nasional yang 
relevan, deskripsi pekerjaan auditor, paragraf opini, tanggal laporan, alamat 
auditor, dan tanda tangan auditor  
a. Tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan penipuan dan kesalahan 
dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan pedoman pada 
karakteristik penipuan dan kesalahan serta tanggung jawab auditor dalam 
menetapkan prosedur minimum yang berhubungan dengan penipuan dan 
kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat 
mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, 
sesuai dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip Syariah, standar akuntansi dari 
AAOIFI dan standar nasional yang relevan dan persyaratan perundang-
undangan.  
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b. Prosedur Audit berkelanjutan. Ada beberapa metodologi langkah-langkah 
penting yang harus diambil untuk memiliki HAS dari Lembaga Keuangan 
Islam. Adapun metodologi tersebut harus diawali dengan pertimbangan awal 
karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting 
dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan 
syariah. Pertimbangan awal tersebut sebagai berikut:  
1) Continuous of monitoring and auditing. Pemantauan ini akan membantu 
memastikan kebijakan, prosedur dan proses bisnis beroperasi secara efektif 
dan membantu pihak manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. 
Hal Ini biasanya melibatkan pengujian otomatis kegiatan sistem dalam 
proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi 
didasarkan pada siklus bisnis yang mendasarinya. Sementara audit kontinu 
adalah kinerja otomatis pengendalian dan penilaian risiko pada setiap hari 
terus-menerus.  
2) Meta Control adalah tingkat kontrol ekstra sebagai sistem peringatan, 
misalnya: jika fasilitas pembiayaan Bank Islam telah meningkat tanpa 
otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Internal dapat 
membantu mengingatkan manajemen.  
3) Independent and objectivity. Proses audit mungkin perlu dikonsepkan 
kembali sebelum menerapkan audit kontinu. Hal ini karena kegiatan audit 
kontinu berbeda dengan yang terjadi selama audit pada umumnya yang 
seringkali menempatkan auditor di tengah proses audit. Dalam audit 
kontinyu, auditor harus diberitahu bila transaksi dihentikan setelah 
permintaan audit tertentu terpenuhi. Hal ini penting bagi auditor untuk 
memastikan proses audit terus menerus memiliki sistem checks and 
balances untuk menjaga obyektivitas pekerjaan mereka selama audit.  
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3. Syarat penugasan audit 
Auditor dan klien harus menyetujui surat penugasan audit.Surat penugasan 
audit itu sendiri adalah dokumen penunjukan auditor serta menegaskan tanggung 
jawab auditor dan klien. 
 
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas 
melakukan evaluasi (evaluating), pengarahan (directing), pemberian konsultasi 
(consulting), dan pengawasan (supervising) kegiatan bank syariah dalam rangka 
memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (compliance) 
terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah 
islam, (Diana, 2013). 
Agar Dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap 
berpijak pada fungsi amanah tersebut, maka keanggotaannya disyaratkan terdiri 
dari orang-orang yang ahli syariah dan sedikit banyak menguasai Hukum Dagang 
positif serta sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis 
(Sumitro, 1996).  
5. Hal-Hal Khusus Atas Pemeriksaan Bank Syariah 
Antonio (2001), Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus 
dilakukan dalam audit atas bank syariah, dapat disampaikan sebagai berikut: 
a. Disamping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga 
diungkapkan unsur kepatuhan syariah. 
b. Perbedaan acconting yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana 
maupun pembiayaan. 
c. Pemeriksaan distribusi profit. 
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d. Pengakuan pendapatan cash basis serta riil. 
e. Pengakuan beban yang secara accrual basis. 
f. Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden 
depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi 
hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai 
pendapatan. 
g. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. 
h. Revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam 
posisi square, dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang suatu posisi PDN 
yang dianggap square. 
i. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai 
dengan syariah. 
Auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan 
opini apakah Bank Syariah yang diaudit dinyatakan shariah compliance atau 
tidak. Apabila terjadi sesuatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit 
di bank syariah maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen 
bank syariah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang 
diberikan. Opini syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas 
secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syariah yang 
berkaitan dengan produk atau aktivitas LKS. Opini syariah dapat dijadikan 
pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN tentang masalah tertentu 
(Minarni, 2013). 
Kegiatan Pengawasan dan audit pada bank Syariah adalah satu rangkaian 
yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (corporate 
governance) dan harus dilakukan sesuai standar serta memperhatikan kode etik. 
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Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap LKS (Lembaga Keuangan Syariah), (Hadi, 2017). 
 
6. Perbedaan audit syariah dan audit konvensional 
Minarni (2010), Perbedaan Audit syariah dengan Audit Konvensional: 
Table. 1 
 
No Audit Syariah Audit Konvensional 
1 Obyeknya LKS maupun non Bank 
yang beroperasi dengan prinsip 
syariah 
Obyeknya lembaga keuangan Bank 
maupun non Bank yang tidak 
beroperasi berdasarkan prinsip 
syariah 
2 Mengharuskan adanya peran DPS Tidak ada peran DPS 
3 Audit dilakukan oleh Auditor 
bersertifikasi SAS (Sertifikat 
Akuntansi Syariah) 
Tanpa ketentuan bersertifikasi SAS 
4 Standar Audit AAOIFI Standar Auditing IAI 
5 Opini berisi tentang Shariah 
Compliance atau tidaknya LKS 
Opini berisi tentang kewajaran atau 
tidaknya atas penyajian laporan 
keuangan perusahaan 
 
 
E. Praktik Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
1. Auditor syariah 
Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan 
suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. 
Pemeriksaantermasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, dan transaksi 
(Harahap 2002). Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk 
memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusikeuangan 
Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara 
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menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah.tujuan audit syariah adalah untuk 
memastikan kesesuaian seluruh operasional (Minarni 2010). 
 
2. Framework audit syariah 
Framework (kerangka kerja) audit merupakan aturan, arahan dan acuan 
seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat 
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat 
diperbandingkan dan digunakan oleh para stakeholder dalam mengambil 
keputusan. 
Apabila framework tersebut dikombinasikan dengan prinsip dan aturan 
syariah yang berlaku, maka audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. Hal tersebut disebabkan konsep audit syariah dilaksanakan untuk 
mengukur sejauh mana organisasi mematuhi aturan dan regulasi yang diberikan 
oleh Allah SWT dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran 
laporan keuangan yang disiapkan manajemen (Rahman, 2008). 
 
3. Ruang lingkup auditor syariah 
Hanifah (2010) menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam 
audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah 
harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang 
diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan 
tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen 
telah berusaha melaksanakan tujuan syariah (maqasid al-shariah) sebagai upaya 
untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua 
dimensi. Sedangkan menurut (Yaacob & Donglah, 2012), lingkup audit syariah 
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lebih luas yaitu mencakup “social behavior” (perilaku social) dan kinerja 
organisasi termasuk hubungannya dengan selruh stakeholder.  
 
4. Kualifikasi auditor syariah 
Menurut standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (2010) seorang auditor 
selain memiliki pengetahuan dibidang akuntansi/auditing juga harus memiliki 
pengetahuan terkait prinsip dan hukum Islam tetapi tidak perlu sedetail 
pengetahuan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).  
 
5.  Independensi auditor syariah 
Menurut Kasim (2009), audit dalam keuangan Islam memiliki fungsi 
sosial yang harus memberikan manfaat bagi umat. Manfaat sepenuhnya dari audit 
syariah tidak akan bisa direalisasikan apabila auditor syariah tidak berdiri secara 
mandiri. Peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga atau 
mengawasi syariah compliance lembaga keuangan syariah.  
 
 
E. Bank Syariah 
1. Pengertian Bank Syariah 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 tahun 
1998 yang menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah :“Bank sebagai badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. 
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Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga 
seperti bank konvensional karena bunga adalah riba yang diharamkan.Sedangkan 
berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: 
a. Bank Konvensional, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 
konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas: 
1) Bank Umum Konvensional (BUK), adalah Bank Konvensional yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah Bank Konvensional yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
b. Bank Syariah, adalah Bank yang menjankan kegiatan usahanya berdasarkan 
Prinsip Syariah, dimana Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah 
menurut jenisnya teridir atas: 
1) Bank Umum Syariah (BUS), adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), adalah Bank Syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2. Sejarah Bank Syariah (Muljono, 2015. Hal. 414-416) 
Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir. Pemimpin perintis usaha 
ini Ahmad EI Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis 
profit shariang (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963 dan hingga 
tahun 1967, sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini 
tidak memungut maupun menerima bunga, di mana sebagian besar investasinya 
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pada usaha-usaha perdagangan dan industry secara langsung dalam bentuk 
partnership dan membagi keuntungan yang di dapat dengan para nasabah. 
Tahun 1971, Nasir Social Bank di dirikan di Mesir dan mendeklarasikan 
diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya 
tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam. Tahun 1974, 
Islamic Development Bank (IDB) berdiri yang disponsori oleh Negara-negara 
yang tergabung dalam Organisasi Konfrensi islam, walaupun utamanya bank 
tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana 
untuk proyek pembangunan Negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa 
financial berbasis Fee dan profit sharing, untuk Negara-negara tersebut dan secara 
eksplisit menyatakan diri berdasarkan pda syariah islam.  
Tahun 1970-an di berbagai Negara lain juga berdiri sejumlah bank 
berbasis islam, antara lain: Di Timut tengah berdiri Dubai islamoc bank (1975), 
faisal Islamic bank of sudan (1977), Faisal Islamic Of Egypt (1977) serta Bahrain 
Islamic Bank (1979). Di Asia-pasifik, philipin amanah bank didirikan pada tahun 
1973 berdasarkan dekrik presiden, dan di Malaysia pada tahun 1983 berdiri 
muslim Pilgrims Savings Corpration yang bertujuan membantu mereka yang 
ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.  
Di Indonesia, bank muamalat Indonesia adalah sebagi pelopor perbakkan 
syariah, berdiri pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh majelis Ulama  Indonesia 
(MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia 
(ICMI) serta beberapa pengusaha muslim. Bank ini  sempat terimbas oleh krisis 
moniter pada akhir tahun 90an, sehingga ekuitasnya hanya sepertiga dari modal 
awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 
1999 samapi 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.  
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Bank syariah di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, yaitu UU No 
10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankkan. 
Hingga tahun 2007, terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia yaitu bank 
mualat Indonesia, Bank syariah mandiri, bank mega syariah. Bank umum yang 
telah memiliki unit usaha syariah sekarang ini sudah puluhan bank, diantaranya 
bank besar seperti BNI (persero) dan BRI (Persero), serta system syariah juga 
telah digunakan oleh bank perkreditan rakyat, yang saat ini telah berkembang 
ratusan BPR syariah.   
3. Asas, tujuan, dan fungsi Bank Syariah 
Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang omor 21 tahun 2008 
tentang Bank Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam kegiatan 
usahanyaa berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-
hatian. 
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
menyebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 
pemerataan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan bank syariah merupakan 
representasi dari kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Sebagai badan 
usaha, bank syariah juga bertujuan untuk mencari laba karena bank syariah pun 
merupakan badan usaha. 
Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha 
(tamwil) dan badan social (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai 
beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. 
Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari pada 
investor/nasabahnya dengan prinsip wadi’ah yad dhamanah (titipan), 
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mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah 
melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, 
jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan 
jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan 
antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank 
garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh 
(pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-
lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit 
box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. 
Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai 
pengelola dana social untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan 
sadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan).  
 
4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 
Lembaga Keuangan Syariah secara esensial berbeda dengan lembaga 
keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang 
lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam Lembaga Keuangan 
Syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah Lembaga Keuangan Syariah, 
bertujuan membantu mencapai tujuan social ekonomi masyarakat Islam (Muljono, 
2015: 410). 
Bank syariah, atau biasa disebut dengan Islamic Bank  di Negara lain, 
berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak 
pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi 
berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah 
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dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga 
mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. 
Iska (2012:26) dalam Asri (2017), Terdapat dua bentuk pola 
pengoperasian bank yaitu secara konvensional (bunga)dan pola yang berdasarkan 
prinsip syariah (bagi hasil dalam untung dan rugi). Perbandingan antara keduanya 
dapat dilihat dalam table berikut: 
Table. 2 
No  Bank Syariah Bank Konvensional 
1 Investasi, untuk proyek dan produk halal serta menguntungkan 
Investasi, tidak mementingkan 
halal dan haram asal proyek yang 
dibiayai dapat menguntungkan 
2 Return yang dibayar dan diterima terdiri dari bagi hasil atau 
pendapatan lainnya sesuai dengan 
prinsip syariah 
Return baik yang dibayar kepada 
nasabah penyimpan dana dan return 
yang diterima dari nasabah 
pengguna dana berupa bunga. 
3 Perjanjian dibuat dalam bentuk akad 
sesuai dengan syariah Islam 
Perjanjian yang menggunakan 
hukum positif 
4 Orientasi pembiayaan, tidak hanya 
mementingkan keuntungan saja 
akan tetapi juga falah orientated,  
yaitu berorientasi pada 
kesejahteraan taraf hidup 
masyarakat 
Orientasi pembiayaan, untuk 
memperoleh keuntungan yang 
sebesar-besarnya atas dana yang 
dipinjamkan 
5 Hubungan bank dan nasabah adalah 
sebagai mitra 
Hubungan antara bank dan nasabah 
kreditor dan debitur 
6 Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris dan DPS 
Dewan pengawas terdiri dar BI, 
Bapepam dan Komisaris 
7 Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah 
antara bank dan nasabah, melalui 
peradilan agama. 
Penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan negeri setempat. 
  
Alternative yang ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti riba/bunga 
yang utama adalah praktek bagi hasil, ketika peminjam dan yang meminjamkan 
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berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. 
Dalam hal ini tidak ada pihak yang ditindas (dizalimi) oleh yang lain. 
 
F. Rerangka Pikir 
Penelitian ini akan meneliti tentang praktik audit syariah dalam 
mewujudkan Shariah Compliance (kepatuhan Syariah) pada lembaga keuangan 
syariah yaitu BNI Syariah Makassar.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan 
interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh 
pemahaman mendalam dari fenomena tertentu (Leo, 2013: 101). Penelitian 
kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa 
terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian ini 
menggunakan paradigm kualitatif karena didasarkan pada dua alasan, pertama, 
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data 
lapangan yang bersifat actual dan konseptual dan pemikiran-pemikiran yang 
mendalam dalam mengkaji permasalahan yang ada. Kedua, pemilihan pendekatan 
ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan 
oleh fakta alamiyah. 
2. Lokasi Penelitian 
Ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 
lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Adapun lokasi penelitian 
yang menjadi fokus utama dalam mengumpulkan data adalah pada BNI Syariah 
Makassar. 
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B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1.  Data Primer: data yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam 
kepada informan. 
2. Data Sekunder: Data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku dan hasil 
penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini. 
 
Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan 
melakukan wawancara kepada informan untuk dijadikan sebagai sumber 
informasi. Informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif 
menyatu dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya 
sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi telah menghayati secara 
sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan 
lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Informan yang akan dipilih tentunya 
orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi 
tentang pelaksanaan Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.  
C. Instrument Penelitian  
Instumen penelitin adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung 
proses penemuan jawaban pokok dari sebuah masalah penelitian. Instrument 
utama dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri, yakni peneliti yang 
berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga 
pelaporan hasil penelitian. Penulis sebagai instrument harus mempunyai 
kemampuan dalam menganalisis data. Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas 
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dari instrument yang digunakan. Instrument dalam penelitian ini untuk 
memperoleh data yang diinginkan adalah daftar pertanyaan penelitian yang telah 
disiapkan, perekam suara, handphone, kamera, dan alat tulis. 
Peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-
pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan 
menggunakan alat perekam selama wawancara dilakukan, mencatat hal yang 
penting dan berfoto bersama informan untuk membuktikan hasil penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan 
tidak terstruktur. Berarti, alat yang digunakan untuk menanyai responden 
cenderung longgar, berupa topic, dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab 
tujuannya untuk menggali ide responden secara mendalam (Istijanto, 2005). 
Berikut metode pengumpulan data: 
1. Observasi 
Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di BNI 
Syariah. Mengamati bagaimana pelaksanaan audit syariah dalam mewujudkan 
Shariah Compliance pada lembaga keuangan terkait. 
2. Wawancara 
Wawancara ditujukan kepada Branch Internal Control (BIC) BNI Syariah 
Makassar dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh 
peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara 
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat 
wawancara sehingga wawncara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus 
pada masalah penelitian. 
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Informan  Instansi  
Ibu Aisyah Branch Internal Control (BIC) BNI 
Syariah Makassar 
 
3. Dokumentasi 
Dokumen menurut Sugiyono, (2005: 240) merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, 
gambar, serta data-data mengenai objek penelitian. Dokumentasi bermanfaat 
sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian. 
4. Studi Pustaka 
  Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal yang terkait dengan 
objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan 
permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. 
5. Internet Searching 
  Penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan berbagai tambahan 
referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta 
digunakan untuk menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
 
E. Metode  Analisis Data 
Metode analisis data adalah digunakan untuk menganalisis hasil temuan 
data yang telah dikumpulkan, melalui metode pengumpulan data yang ditetapkan. 
Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya  proses 
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pengumpulan data  tersebut.  Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke 
dalam tiga tahap berikut: 
1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian 
materi penelitian  dari  berbagai  literatur  yang  digunakan  sesuai  dengan  
pokok  masalah  yang telah  diajukan  pada  rumusan  masalah.  Data  yang  
relevan dianalisis secara  cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. 
2. Penyajian data  yang  dilakukan  peneliti  dengan menggunakan metode 
deskriptif. diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi 
penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai 
pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang berhubungan 
dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian 
menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah.  
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah 
dilakukan, peneliti mencari makna dari  setiap gejala yang diperolehnya dalam 
proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, 
dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. 
F. Pengujuan Keabsahan Data 
 
Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan 
nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas 
(credibility). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 
kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, 
peningkatan ketekunan dalam penelitian, traingulasi, diskusi dengan teman 
sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun karena penelitian ini 
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menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan 
informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan 
menggunakan metode triangulasi.  
Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar 
peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya 
menggunakan satu dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan 
penelitian ini, yaitu : Triangulasi teori, penggunaan berbagai teori untuk 
memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini shariah 
enterprise theory digunakan untuk memaknai  Shariah compliance pada BNI 
Syariah Makassar. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 
pemahaman selama teori tersebut juga dapat dikaji secara mendalam. 
 
 
47 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Berdirinya Unit usaha BNI Syariah 
PT Bank BNI Syariah berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah merupakan 
hasil proses spin off  dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia  
(persero) tbk. (selanjutnya disebut BNI induk) yang beroperasi sejak 29 April 
2000. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, 
Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang  menjadi 28 kantor 
cabang dan 31 Kantor cabang pembantu. 
Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS 
hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan spin off  pada 2009 dan 
selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum 
Syariah (BUS) berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 
12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. 
Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek 
regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap 
pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap 
keunggulan produk perbankan syariah semakin meningkat. 
Dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk nasabah, BNI 
syariah terus mengalami perkembangan usaha yang baik. Setiap tahun, 
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pertumbuhan usaha BNI Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan industry 
perbankan syariah di Indonesia.hingga akhir tahun 2017, total asset BNI Syariah 
telah mencapai Rp 34,8 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar diantara 
pemain di industri perbankan syariah nasional. 
Dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada 
Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah 
sebesar Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan 
adalah sebesar 15,35% dengan indikasi suku bunga padanan (equivalent rate) 
sebesar 9,25% per tahun. Sukuk ini telah mendapat peringkat idAA+(sy)dari 
pefindo. 
Hingga akhir tahun 2017, BNI Syariah memiliki 3 (tiga) kantor wilayah, 
68 kantor cabang, 180 kantor cabang pembantu, 9 kantor fungsional, 49 payment 
point, dan 23 mobil layanan gerak. 
BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringannya, 
sebagai salah satu bentuk peningkatanlayanan yang berkelanjutan, BNI Syariah 
juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan 
memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari 
Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku. 
Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh sumber 
daya manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik di 
setiap aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4,737 pegawai dimana dengan 
proses pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada 
menjadi yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI 
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Syariah selaku anak perusahaan dar PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk 
didukung dengan pemanfaatan bersama system tehnologi informasi terdepan yang 
telah tersertifikasi ISO 9001 : 2008. 
2. Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah BNI 
Proses spin off dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. 
Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, 
dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip 
Pendirian PT.Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani 
akta nomor 159, akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan akta nomor 160, Akta 
pendirian PT bank BNI Syariah, yang keduanya di buat di hadapan Aulia Taufani, 
sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. 
Akta Pendirian tersebut telah memeroleh pengesahan melalui Keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU015574.AH.01, 
tanggal 25 Maret 2010. Izin Usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 
21 Mei 2010, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. 
Selanjutnya BNI Syariah efektif beropreasi pada tanggal 19 Juni 2010. Terdapat 2 
(dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan spin off  UUS BNI pada tahun 
2010 tersebut, yakni sebagai berikut: 
a. Aspek Eksternal 
 Pertimbangan utama dari eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis, 
dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri perbankan 
syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan 
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Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank 
Indonesia nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan 
ketentuan pajak   termasuk penggenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap 
produk yang berdasarka prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah 
strategis bagi perkembangan industry perbankan syariah di masa depan. Disisi 
pertumbuhan industri, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah 
menunjukkan angka pertumbuhan  yang sangat signifikan di mana total 
pembiayaan, dana dan asset pertumbuhan sebesar 34% per tahun (CAGR 2004-
2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional 
sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang 
sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka 
peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas. 
b. Aspek Internal 
 Dari aspek Internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Corporate Plan  Tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara 
bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya 
dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam 
bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen. 
Disisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, 
dukungan teknologi informasi, serta sumber daya dalam bentuk jaringan, 
dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai da 
kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen. 
3. Visi dan Misi Bank Syariah  
Adapun visi dan misi dari BNI  syariah Makassar adalah sebagai berikut: 
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a. Visi : menjadi Bank Dyariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 
dan kinerja. 
b. Misi BNI Syariah : 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada 
kelestarian lingkungan. 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 
syariah. 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 
dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
5) Menjadi acuan tata kelola yang Amanah. 
 Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan 
Komisaria BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi 
No.BNISy/DIR/403. 
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4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
 
Gambar 2 
Struktur Organisasi 
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Sumber: Dokumen BNI Syariah 
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Komponen-komponen inti sebagai berikut : 
a. Pemimpin Cabang 
b.  Pemimpin Bidang Operasional  
c. Unit Pemasaran Pembiayaan 
d. Unit Pemasaran Dana 
e. Unit Operasional  
f.  Unit Keuangan dan Umum 
g. Unit Pelayanan Nasabah 
h. Unit Branch Quality Assurance (BQA) 
 
B.  Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian tentang Pelaksanaan audit syariah di BNI Syariah Makassar 
berfokus pada 4 pokok masalah, meliputi kerangka kerja audit syariah, ruang 
lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi auditor syariah. 
1.  Kerangka Kerja Audit Syariah Di BNI Syariah Makassar 
Kerangka kerja dalam pelaksanaan audit merupakan hal yang sangat 
penting. Kerangka kerja berfungsi sebagai acuan bagi auditor melaksanakan 
pemeriksaan pada perusahaan. Sehingga tidak semua aspek harus diperiksa oleh 
auditor, hanya yang memiliki resiko dan yang terkait yang harus diuji (Mardiyah 
dan Mardian, 2015).  
Kasim et al (2009), dalam penelitiannya menemukan bahwa kebanyakan 
Lembaga Keuangan Syariah menggunakan kerangka Audit konvensional karena 
tidak tersedianya kerangka audit syariah, meskipun mayoritas responden merasa 
bahwa kebutuhan untuk audit syariah memang berbeda dari kerangka 
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konvensional. Dari hasil wawancara peneliti dengan Branch Internal Control 
(BIC) BNI Syariah Makassar Ibu Aisyah, pada hari Selasa, 6 November 2018. 
 
“Dalam melaksanakan audit syariah BNI Syariah Makassar telah mengacu 
pada dua pedoman. Yaitu PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Merujuk 
pada pengklasifikasian tersebut, maka dapat diartikan bahwa kedua 
pedoman tersebut memiliki aspek pemeriksaan yang berbeda dalam 
pelaksanaan audit syariah. PSAK Syariah sebagai pedoman dalam 
pemeriksaan aspek laporan keuangan, sedangan Fatwa DSN-MUI sebagai 
pedoman pemeriksaan diluar aspek laporan keuangan”. 
 
a. PSAK Syariah 
PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan 
keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain 
untuk laporan keseragaman laporan keuangan, PSAK juga diperlukan untuk 
memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta 
memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan 
membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.  
Dalam mengaudit laporan keuangan sangat dibutuhkan pedoman 
pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang  
berlaku umum. Dalam hal ini PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 
Syariah merupakan pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan 
dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Mahmudah, 2015). Maka standar 
penilaian laporan keuangan tidak lain didasarkan dari kesesuaian komponen-
komponen laporan keuangan dengan PSAK Syariah. Laporan keuangan LKS yang 
sesuai dengan PSAK Syariah akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang 
baik, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. Maka peran 
55 
 
 
 
keberadaan PSAK Syariah yang matang, berimbas pada perkembangan Lembaga 
Keuangan Syariah.  
PSAK Syariah diadobsi dari AAOIFI yang merupakan lembaga regulasi 
keuangan Islam internasional. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan 
Auditing untuk lembaga keuangan Islam (Accounting and Auditing Standards for 
Islamic Financial Institutions) (Mahmudah, 2015). Adapun PSAK Syari‟ah yang 
telah dikeluarkan oleh IAI ialah (Wiroso, 2011): 
 
1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah  
2) PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah  
3)  PSAK 102: Akuntansi Murabahah  
4)  PSAK 103: Akuntansi Salam  
5)  PSAK 104: Akuntansi Istishna‟  
6)  PSAK 105: Akuntansi Mudharabah  
7)  PSAK 106: Akuntansi Musyarakah  
8) PSAK 107: Akuntansi Ijarah  
9)  PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Murabahah Bermasalah  
10)  PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah   
11)  PSAK 110: Akuntansi Hawalah  
12) PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah  
PSAK Syari‟ah yang ada saat ini diterapkan sebagai pedoman LKS dalam 
membuat laporan keuangan dan menentukan tindakan atas berbagai aktifitas yang 
berkaitan dengan produk & jasa LKS sehingga dapat mencerminkansharia 
compliance nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para stakeholders 
(Mahmudah, 2015). 
56 
 
 
 
b. Fatwa DSN-MUI 
Mulazid (2016), Fungsi DSN-MUI adalah mengkaji, menggali dan 
merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan 
pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk serta jasa di lembaga 
keuangan syariah. adapun tugas DSN-MUI adalah: 
1) Menumbuhkembangkan penerpan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. 
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan  
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah 
4) Mengawasi penerapan fatwa 
Menurut paparan Branch Internal Control BNI Syariah Makassar Ibu Yulia 
Kartikasari  yang ditemui pada tanggal 6 November 2018 Audit syariah diluar 
aspek laporan keuangan BNI Syariah Makassar berpedoman pada DSN (Dewan 
Syariah Nasional). Dalam konteks Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari 
operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN. Salah satu tugas pokok 
DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip- prinsip 
hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam 
kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2008). Berikut 
penjelasan mengenai ruang lingkup DSN dan DPS antara lain: 
 
1. Dewan Syariah Nasional (DSN)  
 Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam 
menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini 
dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan 
Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 (Pedoman 
Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia: 2011). DSN adalah 
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lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan 
bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, 
baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun 
lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk 
efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan 
dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat 
berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip 
ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.  
Dewan Syariah Nasional adalah Dewan Yang dibentuk oleh MUI untuk 
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembagan 
keuangan syariah memiliki keanggotaan sebagai berikut:  
a) DSN merupakan bagian dari MUI  
b) DSN membantu pihak terkait, seperti Depkeu, BI dan lain-lain dalam 
menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.  
c) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang 
yang terkait dengan muamalah syariah.  
d) Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama 
dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, (5 tahun).  
Dalam Keputusan DSN No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan 
Syariah Nasional MUI, tugas utama DSN antara lain meliputi (Rizani, 2012):  
a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya  
b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha  
c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah  
d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.  
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DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh rapat pleno DSN-MUI. 
Dalam Keputusan DSN No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan 
Syariah Nasional MUI, tugas utama DSN antara lain meliputi (Rizani, 2012):  
a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya  
b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha  
c)  Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah  
d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.  
 
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Posisi DPS berada di bawah naungan Dewan Syariah Nasional (DSN). 
Dalam hal ini, DPS harus memenuhi aturan dan prinsip-prinsip yang dibuat oleh 
DSN termasuk terkait dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Terkait dengan 
hal ini DPS memiliki peranan penting dalam menegakan kepatuhan syariah 
(Shariah Compliance). Oleh karena itu, kepatuhan syariah merupakan salah satu 
hal penting yang harus dipenuhi dalam Audit Syariah. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan oleh Ibu Aisyah bahwa: 
 
“Dewan Pengawas Syariah Memberikan aturan-aturan terhadap semua 
produk di BNI Syariah agar tidak keluar dari aturan-aturan syariah, agar 
semuanya terhindar dari riba karena memang kesesuaian dengan syariah 
dalam semua aspek adalah fitur utama dari organisasi bisnis Islam ya, 
kemudian nanti tinggal pelaksanaannya, misalnya seperti saya kan sebagai 
internal controlnya tinggal saya lihat apakah sudah dilaksanakan oleh 
cabang. Jadi kalau tidak dilaksanakan oleh cabang kan nanti jadinya gharar 
yah artinya kita tidak tau kesyariahan apakah ini halal atau tidaknya 
makanya fungsi dari internal control juga adalah memastikan bahwa 
produk yang dijalankan oleh cabang itu sesuai dengan aturan syariah yang 
telah dikeluarkan oleh DPS  “. 
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Posisi penting Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi mendorong 
anggota DPS untuk memiliki pengetahuan dalam berbagai aspek seperti sumber 
syariah (Al-Qur’an dan As Sunnah), praktek bisnis, keuangan aspek hukum, 
pemasaran dan bahkan akuntansi. 
Dalam pelaksanaan proses pembinaan dan pengawasan DPS terhadap 
perbankan syariah hanya merupakan pengawas kepatuhan syariah sebuah produk 
dimana dapat dilihat bahwa yang menjadi objek materil pengawasannya adalah 
segala produk/jasa perbankan syariah bahkan sampai pada tahap pelaporan DPS 
ke DSN-MUI, direksi, komisaris, dan Bank Indonesia hanya memuat hasil 
pengawasannya terhadap sebuah produk/jasa atau kegiatan usaha.  
Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariahsebagaimana surat 
keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan Dewan Pengawas 
Syariah-MUI masa bakti 2000-2005 adalah sebagai berikut (Umam, 2013: 382):  
a) Melakukan pengawasan secara priodik pada lembaga keuangan syariah yang 
berada di bawah pengawasannya.  
b) Berkewajiban Mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga 
keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang 
bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.  
c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah 
yang duasinya kepada Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 kali 
dalam 1 tahun anggaran.  
d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan 
Dewan Syariah nasional. Dewan Pengawas Syari'ah harus membuat 
pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan yang diawasi telah berjalan 
sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan 
(annual report) bank yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah 
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bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang dikeluarkan 
oleh lembaga keungan syariah sebelum suatu produk diteliti kembali dan 
difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.  
Adapun mengenai pedoman pengawasan maupun tatacara penyampaian 
laporan hasil pengawasan telah diatur dalam Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 
24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan 
Hasil Pengawasan bagi DPS. Laporan hasil pengawasan Syariah beserta kertas 
kerja pengawasan yang telah disusun oleh DPS, sesuai dengan peraturan ini, 
disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan juga BI. Laporan hasil 
pengawasan Syariah itu sendiri, setidaknya harus memuat beberapa hal, yaitu 
(Minarni, 2013): 
 
a) Hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa 
yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.  
b) Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh 
bank.  
c) Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan 
fatwa kepada DSN-MUI.  
d) Opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam 
laporan publikasi bank.  
 
2. Ruang Lingkup Audit Syariah di BNI Syariah Makassar 
Proses audit syariah membutuhkan batasan yang menentukan sejauh mana 
proses audit itu perlu dilakukan. Batasan audit syariah ini dapat untuk membentuk 
ruang lingkup auditor dalam melakukan pemeriksaan. Tujuannya agar tugas kerja 
seorang auditor syariah dapat ditentukan dengan jelas (Aprillianto 2017). 
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Subjek audit syariah adalah laporan keuangan yang akan dinilai apakah 
sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak (Peni 2012). Namun menurut 
(Hameed 2009) bahwa dari prespektif Islam, tidak hanya laporan keuangan 
sebagai subjek audit tapi seluruh lembaga, tujuan, proses,karyawan, kinerja 
keuangan dan non keuangan merupakan subjek audit. 
Ruang lingkup pemeriksaan audit tidak hanya terbatas pada laporan 
keuangan. Namun, saat ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat maka lingkup 
audit pun semakin berkembang luas pada hal-hal diluar laporan keuangan, yakni 
seperti audit kinerja, audit lingkungan, audit SDM dan lain-lain. Lingkup audit 
tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan laporan keuangan ataupun aktivitas 
ekonomi perusahaan tetapi hal yang lebih luas di luar daripada itu (Mardiyah dan 
Mardian, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, beberapa tahun belakangan audit 
syariah mulai berkembang seiring pesatnya perkembangan LKS saat ini. Audit 
syariah sangat berbeda dengan audit konvensional. Aspek religiusitas menjadi 
landasan utamanya, hal inilah yang tidak terkover oleh apapun bentuk audit 
konvensional saat ini. Karena tujuan utama audit syariah adalah memastikan 
perusahaan telah melaksanakan semua hukum ekonomi yang berlaku, termasuk 
hukum dan prinsip Islam terkait hal itu. Menurut paparan dari Ibu Aisyah pada 6 
November 2018. 
 
“Ruang lingkup dalam audit syariah BNI Syariah Makassar yakni Audit 
atas Laporan keuangan, audit kepatuhan syariah dan aspek-aspek 
operasional bank Syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk 
menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan 
kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan Audit Kepatuhan syariah bertujuan 
untuk memeriksa semua aspek syariah LKS secara menyeluruh yakni 
mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk, aspek operasional dan 
aspek manajerial lembaga. Sehingga mulai dari produk, operasional 
hingga manajemen LKS dapat dipastikan kepatuhanya terhadap syariah.  
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Kemudian hasil audit kepatuhan syariah akan dilaporkan kepada pihak 
yang berwenang membuat kriteria”. 
 
AAOIFI sudah merepresentasikan ruang lingkup audit syariah itu sendiri, 
yaitu sebuah audit syariah memang semestinya mencakup tentang penilaian 
laporan keuangan syariah dan menilai kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah 
dalam mematuhi kesyariahannya itu sendiri, baik itu berkenaan dengan produk 
maupun operasional perusahaan secara umum. 
Rahman (2008), setidaknya ada 3 tahapan audit syariah (1) perencanaan, 
(2) pemeriksaan, (3) pelaporan. Pada tahap perencanaan, pemahaman dasar dari 
produk LKS sangat penting sehingga teknik atau prosedur, sumber daya dan ruang 
lingkup dapat disesuaikan untuk mengembangkan program audit. Pada tahap 
pemeriksaan,pemeriksaan yang lebih rinci dan tehnik pengambilan sampel yang 
tepat diperlukan untuk memastikan bahwa bukti-bukti audit yang terakumulasi 
dalam kualitas yang baik dan kuantitas. Pada tahap pelaporan, laporan audit 
syariah siap untuk memberikan keyakinan memadai dari kepatuhan syariah 
produk keuangan Islam.  
 
3. Kualifikasi Auditor Syariah Di BNI Syariah Makassar 
Untuk menjadi seorang Auditor syariah dalam artian DPS tidak cukup 
hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya 
ulama dan cendekiawan muslim yang tidak mengerti dengan operasional 
perbankan dan ilmu Ekonomi keuangan, tetapi seharusnya memiliki reputasi 
tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum (Fiqih Muamalah), Kualifikasi 
di bidang Ekonomi dan Kualifikasi sistem Perbankan Syariah. Agar dapat 
mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. 
Auditor diharuskan untuk memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu 
seperti akuntansi, organisasi bisnis, keuangan, teori, praktek manajemen, fiqih 
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Islam, ushul teori dan praktek audit al-fiqh dan juga dalam program pendidikan 
dan pelatihan harus melengkapi auditor syariah dengan dua pengetahuan dasar 
yaitu pengetahuan khusus syariah yang diterapkan dalam perbankan dan keuangan 
Islam, pengetahuan serta keterampilan akuntansi dan auditing (Rahman 2008). 
Dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas 
Syariah berkedudukan pada posisi setingkat dewan direksi di setiap lembaga 
keuangan syariah. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang 
diberikan Dewan Pengawas Syariah, sehingga dapat menjadi pengawas sekaligus 
penasehat direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah. 
Hidayati (2008), Secara umum fungsi dan peranan Dewan Pengawas 
Syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, 
namun juga memiliki tugas dalam mengawasi pengembangan produk, penyaluran 
dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan 
syariah. oleh karena itu seorang Auditor Syariah harus memiliki kompetensi yang 
baik agar tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan efektif karena DPS 
merupakan salah satu jaminan bahwa LKS yang kita pilih untuk bertransaksi tidak 
keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan dalam prinsip-prinsip syariah di 
Indonesia yang dalam hal ini merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Maka 
menurut paparan Branch Internal Control (BIC) BNI Syariah Makassar dijelaskan 
bahwa: 
“Dalam pengangkatan Auditor Syariah di BNI Syariah, belum ada yang 
khusus mengenai kualifikasi. Namun tetap di tes sesuai dengan kualifikasi 
apa yang di harapkan. Misalkan mungkin dia sudah menguasai tentang 
produk tapi kebanyakan kalau yang untuk auditor kebanyakan diambilnya 
dari pihak internal cabangnya saja karena harus mengetahui seluk-beluk 
produk. Cuman kalau yang dulu waktu pertama-tama memang biasanya 
ambil dari luar juga nanti baru diterapkan syariahnya tapi yang sekarang 
kebanyakan ambilnya dari pegawai internal namun tetap harus dilihat 
Akhlaknya dan bagaimana  komitmen untuk mengembangkan keuangan 
berdasarkan syariah”. 
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Adapun kualifikasi dari surat keputusan yang dikeluarkan Dewan Syariah 
Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 yang mengatur mengenai syarat-
syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:  
b. Memiliki Akhlak Karimah 
c. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan 
di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. 
d. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah 
e. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan 
surat/sertifikat dari DSN. 
Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan lembaga yang mempekerjakan 
auditor syariah. Salah satu bentuk pengangkatan dalam peroses seleksi dan 
pengangkatan calon auditor syariah dapat terlihat dalam mekanisme pengangkatan 
auditor dilakukan sepenuhnya oleh BNI Syariah , dalam hal ini tidak dilaksanakan 
oleh BNI Syariah Makassar yang merupakan salah satu cabang dari BNI Syariah. 
 Adapun mekanisme pengangkatan DPS dengan melalui kriteria sebagai 
berikut:  
1) Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota 
Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris. Rekomendasi calon 
anggota DPS dapat diperoleh dari Forum Koperasi Syariah (FKS). 
2) Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan 
komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada 
direksi. 
3) Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi 
dewan komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas 
Syariah untuk sahkan di Rapat Anggota Tahunan.  
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4) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan pada Rapat Anggota 
Tahunan.  
Kebutuhan kualifikasi auditor syariah tersebut diatas sejalan dengan aturan 
yang berlaku, yakni berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia 
Nomor7/57/DPbS 22 sejak Desember 2005 dijelaskan, yang dapat mengaudit 
bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hanya 
Akuntan Publik yang memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan di bidang 
perbankan syariah (Umam, 2015). Hal ini berkaitan erat dengan kondisi tidak 
semua auditor memahami aspek syariah dari LKS yang merupakan aspek utama 
aktivitas bisnisnya. Begitu pula dengan DPS, berdasarkan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah kompetensi 
minimum seorang DPS adalah paling tidak memiliki pengetahuan dan 
pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan 
dan/atau keuangan secara umum.  
Dari paparan diatas mengenai kualifikasi Auditor syariah, peneliti tidak 
mendapatkan informasi tentang auditor syariah  yang telah memiliki sertifikat dari 
DSN di BNI Syariah Makassar, dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki DPS 
BNI Syariah Makassar tidak menyebutkan adanya syarat yang harus memiliki 
sertifikat dari DSN. Maka hal ini disebabkan oleh syarat sertifikasi Auditor 
Syariah belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh lembaga keuangan 
syariah. 
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4. Independensi Auditor Syariah Di BNI Syariah Makassar 
 
Kelemahan dalam independensi Auditor berkaitan dengan siapa yang 
mengaudit,  apakah auditor Internal atau auditor eksternal. Memang merupakan 
sebuah permasalahan yang sulit. Sebenarnya auditor internal itu melakukan fungsi 
pengawasan bagi perusahaan secara internal. Layaknya auditor internal pada 
umumnya, keberadaannya untuk memberikan nasehat dan konsultasi demi 
kebaikan perusahaan agar ada perbaikan secara kontinyu (Rahman 2013). 
Karim (1990) juga menyatakan bahwa sifat independensi DPS 
memfokuskan pada kesetiaan institusi terhadap ajaran Islam untuk komitmen pada 
prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada 
tekanan dari manajemen. Tentu saja, kesanggupan untuk nilai-nilai religius dan 
kewajiban religious merangsang anggota DPS untuk mandiri. Pada sisi lain, tidak 
berarti bahwa ketegangan antara manajemen dan Auditor Syariah tidak mungkin 
ada. Tentu saja, ini mungkin berlangsung jika manajemen cenderung untuk 
memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan aspek 
religious. 
sejumlah persamaan mendasar antara peran DPS dan akuntan publik. 
Keduanya mengeluarkan laporan yang memverifikasi laporan keuangan yang 
secara wajar hasil operasi organisasi. DPS menjamin apakah aktivitas operasional 
bank, seperti yang dicerminkan dalam laporan keuangan, adalah sesuai syariah 
sedangkan auditor eksternal mengkonfirmasikan apakah laporan keuangan 
tersebut adil (fair) tentang posisi keuangan bank dan hasil aktivitasnya. Keduanya 
DPS dan akuntan publik harus dinilai independen oleh para pemakai laporan 
supaya kredibilitas laporan yang mereka keluarkan tidak mendapatkan keraguan 
(Karim 1990). 
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Aprillianto dkk (2017), Selama ini berkembang keraguan independensi 
Auditor syariah. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan audit syariah hanya 
dilaksanakan dalam lingkup internal. Rentan sekali adanya ketidak-
independensian dalam proses auditnya. Kepentingan internal perusahaan 
memungkinkan untuk mempengaruhi hasil audit tersebut. Apalagi jika hasil audit 
tersebut ditujukan kepada pihak eksternal, rentan terjadi kecurangan dalam hasil 
audit yang tujuannya untuk meningkatkan penilaian pihak eksternal terhadap 
kinerja lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam hal ini sebagaimana yang telah 
di paparkn oleh Ibu Aisyah selaku Branch Internal Control (BIC) BNI Syariah 
Makassar bahwa: 
 
“Dalam menjaminkan independensi Auditor Syariah tentu saja harus 
memberikan tuntutan penting yaitu dari Aspek Religiusitas dan Aspek 
Profesionalitasnya, jika kedua aspek tersebut sudah terpenuhi saya kira 
aman-aman saja dan memang di BNI Syariah harus mengedepankan kedua 
aspek tersebut, dan tidak hanya di BNI Syariah saja, di lembaga-lembaga 
syariah lain juga seperti itu”. 
Karim (1990) juga menyatakan bahwa sifat independensi auditor syariah 
memfokuskan pada kesetiaan institusi terhadap ajaran Islam untuk komitmen pada 
prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada 
tekanan dari manajemen. Tentu saja, kesanggupan untuk nilai-nilai religius dan 
kewajiban religious merangsang auditor syariah untuk mandiri. Pada sisi lain, 
tidak berarti bahwa ketegangan antara manajemen dan Auditor Syariah tidak 
mungkin ada. Tentu saja, ini mungkin berlangsung jika manajemen cenderung 
untuk memberi penekanan lebih dari aspek finansial ekonomi dibandingkan aspek 
religious. 
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a. Religiusitas  
Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang 
berasal dari prinsip dan aturan Syariah. Semua perilaku dan tindakan harus harus 
di saring dan di dorong oleh nilai-nilai Islam. Religiusitas dalam Islam bukan 
hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga 
ketika melakukan aktivitas lainnya sehari-hari. 
Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. 
Internalisasi yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama 
baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Kepercayaan ini kemudian 
diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. 
Baraba (2003) Keberagaman (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi 
kehidupan manusia. Dalam pernyataan pertama etika Islam adalah supaya 
manusia mempunyai perilaku yang baik mengikuti ajaran Islam dalam mencapai 
keridhaan Allah. Agama mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena 
agama meletakkan dasar konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik 
dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, 
diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama.  Glock dan 
Stark dalam Ma’zumi (2017) melihat dimensi religiusitas meliputi hal-hal berikut:  
1) Dimensi keyakinan ideologis 
2) Dimensi praktik keagamaan  
3) Dimensi pengalaman religius 
4) Dimensi pengetahuan agama 
5) Dimensi konsekuensi 
Pengukuran lainnya adalah menggunakan empat dimensi: Associational 
(frekuensi keterlibatan seseorang dalam kegiatan ibadah dan doa), Communal 
(pilihan dan frekuensi hubungan seseorang dengan orang lain ), doctrinal 
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ortbodoxy (penerimaan intelektual terhadap doktrin-doktrin keagamaan), 
devotionalism (hubungan seseorang dengan Tuhan melalui meditasi). Dalam 
pengukuran lain empat dimensi terdiri dari kepercayaan (belief), pengetahuan 
(knowledge), praktik (practice) dan pengalaman (experience). Semakin tin ggi 
dimensi ini maka riligiusitas seseorang semakin tinggi pula. 
 
b. Profesionalitas  
Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam 
melakukan profesi tertentu. Seseorang yang professional mempunyai tanggung 
jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seseorang professional 
memiliki kepintaran , pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak 
aktifitas yang dilakukan. Konsep profesionalisme auditor menjadi hal yang 
penting karena merupakan asset penting dimana auditor itu bekerja sebagai 
indikator keberhasilan dan diharapkan auditor yang mempunyai profesionalisme 
yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Lembaga 
Keuangan Syariah serta memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya 
(Syahrir, 2002).  
DPS sebagai auditor syariah, di samping mempunyai keahlian dan 
kecakapan teknis, dituntut untuk harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian 
bekerja, mengejar kepuasan masyarakat, keberanian menanggung risiko, 
ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, 
kata dan perbuatan. Maka tuntutan profesionalisme seorang Auditor syariah BNI 
Syariah akan meningkatkan independensi dan hasil kerja auditor syariah. Menurut 
Hall R dalam Syahrir (2002) mengukur konsep profesionalisme auditor adalah 
dari sikap dan perilaku, yang tercermin dalam lima dimensi:  
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1) Pengabdian pada profesi, yang tercermin dalam dedikasi professional melalui 
penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. 
2) Kewajiban social, yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta 
manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh professional 
karena adanya pekerjaan tersebut.  
3) Kemandirian, yaitu suatu pandangan bahwa seorang professional harus 
mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. 
4) Keyakinan terhadap peraturan profesi, yaitu suatu keyakinan bahwa yang 
berwenang untuk menilai pekerjaan professional adalh rekan sesame profesi, 
dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu 
dan pekerjaan mereka. 
5) Hubungan dengan sesame profesi,berarti menggunakan ikatan profesi sebagai 
acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal 
sebagai sumber ide pertama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 
professional membangun kesadaran profesinya. 
Kedua aspek tuntutan tersebut merupakan kewajiban bagi DPS sebagai 
pemegang peranan besar dalam meyakinkan masyarakat bahwa BNI Syariah 
sudah benar-benar sesuai syariah karena terdapat fungsi kontrol dari auditor 
syariah secara langsung dalam proses kegiatan operasional. Maka dengan adanya 
jaminan ini, maka diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk bertransaksi 
dengan BNI Syariah.  
Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa penilaian masyarakat terhadap 
independensi berpengaruh sangat besar bagi apresiasi baik terhadap bank syariah. 
Jika terjadi suatu masalah pada bank syariah yang diakibatkan oleh kesalahan 
auditor syariah, apalagi hal tersebut berhubungan dengan pelanggaran 
independensi, sehingga hal ini diketahui oleh masyarakat, maka besar 
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kemungkinan hal ini akan digeneralisasikan sehingga jika masyarakat 
menyimpulkan bahwa auditor syariah gagal mempertahankan independensinya, 
maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap laporan yang 
dikeluarkan auditor syariah.  
 
5. Implementasi Audit Syariah Dalam Perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282 
Memelihara harta benda bertujuan untuk harta yang dimiliki oleh manusia 
diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal 
dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak harta kekayaan tersebut yaitu Allah 
SWT. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari 
kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan 
harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi hajad hidupnya sehari-hari termasuk 
untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, dan berhaji, jihad 
dan sebagainya. 
Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori 
ibadah Muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh 
dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara 
atau sarana dalam memperolehnya juga benar,  sesuai dengan yang diatur dalam 
Al-Qur’an dan As-Sunnah. 
Dalam Al-Qur’an terdapat perintah, larangan serta anjuran dalam 
bermuamalah, diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan dan juga 
pemeriksaan terhadap pencatatan transaksi yang dilakukan dalam Al-Qur’an 
anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282, 
mengetahui tentang pencatatan yang dianjurkan penting agar kita mengetahui 
ketentuan Islam mengenai persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. 
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Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat yang terpanjang dala Al-
Qur’an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama Ayat al-Mudayanah (ayat 
utang piutang). Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama 
kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ke 
tiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau 
sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya : 
 
 ْمَُكنْيَب ُْبتَْكيْلَو ۚ ُهُوُبتْكاَف ى ًّمَسُم ٍلََجأ َٰىِلإ ٍنَْيِدب ُْمتْنَيَاَدت َاِذإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي
 َْنأ ٌِبتاَك َْبَأي َلََو ۚ ِلَْدعْلاِب ٌِبتاَك َْلف ۚ ُ َّاللَّ ُهَمَّلَع اَمَك َُبتَْكي يِذَّلا ِلِلُْميْلَو ُْبتَْكي
 ُّقَحْلا ِهْيَلَع يِذَّلا َناَك ِْنإَف ۚ ًائْيَش ُهْنِم ْسَخَْبي َلََو ُهَّبَر َ َّاللَّ ِقَّتَيْلَو ُّقَحْلا ِهْيَلَع
 ُْميْلَف َوُه َّلُِمي َْنأ ُعيَِطتْسَي َلَ َْوأ ًافيِعَض َْوأ اًهيِفَس ۚ ِلَْدعْلِاب ُهُّيِلَو ْلِل
 ِنَاَتأَرْماَو ٌلُجََرف ِنْيَلُجَر اَنوَُكي َْمل ِْنإَف ۖ ْمُكِلاَجِر ْنِم ِنَْيديِهَش اُودِهَْشتْساَو
 َلََو ۚ ٰىَرُْخْلْا اَمُهَادْحِإ َر ِ َكُذتَف اَمُهَادِْحإ َّلَِضت َْنأ ِءَادَهُّشلا َنِم َنْوَضَْرت ْن َّمِم
 َدَهُّشلا َْبأَي َٰىلِإ اًريِبَك َْوأ اًريِغَص ُهُوُبتَْكت َْنأ اوَُمأَْست َلََو ۚ اوُُعد اَم َاِذإ ُءا
 َنوَُكت َْنأ َّلَِإ ۖ اُوبَاتَْرت ََّلَأ ٰىَنَْدأَو َِةداَهَّشلِل ُمَوَْقأَو ِ َّاللَّ َدْنِع ُطَسَْقأ ْمُكِل
َٰذ ۚ ِهِلََجأ
 َف ْمَُكنْيَب اََهنوُريُِدت ًةَرِضاَح ًةَراَجِت اُودِهَْشأَو ۗ اَهُوُبتَْكت ََّلَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل
 َاِذإ   ۗ ْمُِكب ٌقوُُسف ُهَِّنإَف اُولَعَْفت ِْنإَو ۚ ٌديِهَش َلََو ٌِبتاَك َّراَُضي َلََو ۚ ُْمتَْعياََبت
 ٌميِلَع ٍءْيَش ِ لُِكب ُ َّاللََّو ۗ ُ َّاللَّ ُمُكُمِ لَُعيَو ۖ َ َّاللَّ اُوقَّتاَو 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 
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dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 
seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 
(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai 
yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 
(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah   mengajarmu; dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.  
Dalam At-Tafsir Al-Muyassar yang ditulis oleh Hikmat Basyir et.al 
(2011), dari ayat di atas di jelaskan bahwa Wahai orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya Muhammad, bila kalian bermuamalah 
dengan hutang untuk jangka waktu tertentu maka tulislah demi menjaga harta dan 
menepis perselisihan. Jangan merasa jenuh untuk menulis hutang-piutang, besar 
maupun kecil, sampai waktu yang telah ditentukan, karena hal itu lebih adil dalam 
syariat Allah dan petunjuk-Nya, lebih membantu dalam menegakkan kesaksian 
dan menunaikannya, serta lebih menjauhkan kemungkinan terjadinya keragu-
raguan terkait dengan jemis hutang, kadar dan waktu pelunasannya. Akan tetapi 
bila masalahnya adalah jual beli, mengambil barang dan membayar harganya saat 
itu juga, maka tidak diperlukan penulisan, dianjurkan mengajukan saksi dalam hal 
ini demi menepis perselisihan dan percekcokan. Diantara kewajiban saksi dan 
penulis adalah menunaikan kesaksian sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. 
Pemilik hak atau pemikul kewajiban tidak boleh menimpakan kesulitan kepada 
penulis dan saksi, demikian pula penulis dan saksi tidak boleh merugikan pihak 
yang memerlukan penulisan dan kesaksiannya. Bila kalian melakukan apa yang 
dilarang, maka hal itu merupakan penyimpangan dari ketaatan kepada Allah dan 
akibat buruknya akan menimpa kalian sendiri. 
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Imam Syafi’I berkata, Allah berfirman dalam ayat tentang utang-piutang, 
“apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kalian menuliskannya”. Utang-piutang termasuk transaksi jual beli. 
Karena itu, dalam transaksi ini Allah memerintahkan adanya persaksian. Allah 
menjelaskan maksud perintah tersebut. Keterangan Allah tentang utang-piutang 
menunjukkan bahwa Allah menetapkan persaksian untuk berjaga-jaga dan 
berhati-hati, bukan sebagai ketetapan hukum yang bersifat wajib. 
Selanjutnya Allah menegaskan: Dan hendaklah seorang penulis diantara 
kamu menulisnya dengan adil,  yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan 
Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan 
salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan 
diantara kamu. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yakni 
kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis 
perjanjian, dan kejujuran. 
Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan 
yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya 
pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga Karena seorang yang adil tapi tidak 
mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang 
mengetahui tapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk 
menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari cela hukum untuk membenarkan 
penyelewengan menghindari sanksi. 
Dengan demikian, Auditor Syariah memiliki peran yang utama dalam 
pengendalian aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji 
(examination) penyajian laporan keuangan yang fair. Imam Syafi’I berkata, “Aku 
cenderung pada pelaksanaan pencatatan dan persaksian, karena itu petunjuk dari 
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Allah sekaligus pedoman bagi penjual dan pembeli. Orang yang tidak melakukan 
pencatatan dan persaksian berarti telah meninggalkan kebijaksanaan dan aturan 
dimana aku cenderung tidak mengabaikannya, meskipun aku tidak mengklaim 
bahwa perbuatan itu haram baginya 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwasanya terdapat hubungan yang kuat 
antara sumber hukum dengan kepatuhan Syariah di BNI Syariah Makassar. Dalam 
hal ini berarti ketika individual atau pengawas syariah memiliki tingkat 
pemahaman yang cukup kuat atas perintah Allah melalui Al-Qur’an, maka 
individual tersebut harus menjalankan perintah yaitu pertanggungjawaban dalam 
bentuk pelaporan atas pelaksanaan kepatuhan syariah pada lembega syariah 
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Audit 
Syariah di BNI Syariah Makassar yang menjadi objek penelitian masih sangat 
sederhana, hal ini dapat dilihat dari proses pengangkatan Auditor Syariah masih 
belum ada yang khusus mengenai kualifikasinya, hanya mengambil dari pihak-
pihak internal saja namun independensi auditor syariah tetap harus diliahat dari 
religiutas dan profesionalitasnya. Dan Audit syariah umumnya masih mengacu 
pada pedoman audit yang berlaku secara Nasional asal tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai syariah. 
Dari pembahasan atas penelitian yang didasarkan pada interpretasi Q.S Al-
Baqarah ayat 282 tersebut dapat disimpulkan bahwa Umat Islam memiliki potensi 
yang sangat besar (baik kualitas maupun kuantitas) untuk menjadi yang terbaik 
dalam berperilaku dan bersikap demi mewujudkan berkembangnya keilmuan 
akuntansi yang berbasiskan pada nila-nilai syariah dengan meneguhkan kembali 
keadaan dan keberadaan Dewan Syariah dalam menghasilkan produk-produk 
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regulasi yang berpihak pada penguatan dan pengembangan entitas syariah di 
Indonesia. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian atas Pelaksanaan audit syariah di lembaga keuangan syariah 
(BNI Syariah Makassar) berfokus pada empat masalah utama audit syariah, yaitu 
kerangka kerja (framework) audit syariah, ruang lingkup (scope) audit syariah, 
kualifikasi (qualification) auditor syariah dan independensi (independence) 
auditor syariah. Adapun kesimpulan dari hasil analisis pelaksanaan audit syariah 
di BNI Syariah Makassar adalah sebagai berikut: 
1. Kerangka kerja (framework) audit syariah pada BNI Syariah mengacu pada 
dua pedoman. Pertama, PSAK Syariah, yakni panduan audit yang dikeluarkan 
oleh IAI sebagai pedoman pemeriksaan pada laporan keuangan. Kedua, fatwa 
DSN-MUI, yakni pedoman audit yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai 
pedoman pemeriksaan diluar aspek laporan keuangan.  
2. Ruang lingkup dalam audit syariah BNI Syariah Makassar yakni Audit atas 
Laporan keuangan, audit kepatuhan syariah dan aspek-aspek operasional bank 
Syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan 
keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. 
Sedangkan Audit Kepatuhan syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek 
syariah LKS secara menyeluruh yakni mencakup kepatuhan syariah pada 
aspek produk, aspek operasional dan aspek manajerial lembaga. Sehingga 
mulai dari produk, operasional hingga manajemen LKS dapat dipastikan 
kepatuhanya terhadap syariah.  Kemudian hasil audit kepatuhan syariah akan 
dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria”. 
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3. Dalam pengangkatan Auditor Syariah di BNI Syariah, belum ada yang khusus 
mengenai kualifikasi. Namun tetap di tes sesuai dengan kualifikasi apa yang di 
harapkan. Misalkan mungkin dia sudah menguasai produk tapi kebanyakan 
kalau yang untuk auditor kebanyakan diambilnya dari pihak internal 
cabangnya saja karena harus mengetahui seluk-beluk produk. Cuman kalau 
yang dulu waktu pertama-tama memang biasanya ambil dari luar juga nanti 
baru diterapkan syariahnya tapi yang sekarang kebanyakan ambilnya dari 
pegawai internal namun tetap harus dilihat Akhlaknya dan bagaimana  
komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah”. 
4. Independensi Auditor syariah pada BNI Syariah memberikan tuntutan dalam 2 
aspek yaitu aspek Religiusitas dan Aspek profesionalitas. Dimana menyadari 
akan pentingnya peran auditor syariah sebagai suatu profesi yang dapat 
menjadikan masyarakat ataupun nasabah lebih yakin untuk tetap 
menggunakan jasa bank syariah, maka independensi auditor syariah sangat 
diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena auditor syariah 
merupakan kepercayaan masayarakat, maka auditor syariah dituntut untuk 
tidak memihak siapapun, bersifat objektif dan jujur. 
 
B. Saran  
Secara umum, Audit syariah belum di terapkan seutuhnya di Indonesia, 
audit syariah umumnya masih mengacu pada pedoman audit yang berlaku secara 
nasional asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Audit yariah memiliki 
kendala dalam perkembangannya, misalnya ; kurangnya auditor yang memiliki 
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kualifikasi pengalaman akuntansi dan syariah secara bersama-sama, belum 
terlaksananya standar auditor yang dibuat oleh Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Intitutions (AAIOFI).  
Konsep audit syariah mestinya diperluas dengan kegiatan yang berkaitan 
dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan dan masyarakat. Ada kebutuhan 
untuk mengembangkan kerangka pemeriksaan syariah berguna untuk memastikan 
efektivitas tujuan kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang dapat 
memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya. 
Kompetensi Auditor Syariah selayaknya dibuktikan dengan sertifikasi 
yang didapat dari DSN-MUI. Dimana sertfikat tersebut merupakan bukti legalitas 
bahwasanya auditor syariah tersebut telah diuji dan diakui kompetensinya 
dibidang sayariah mu’amalah. Akan tetapi dalam realitanya, jumlah auditor 
syariah yang bersertifikat sangat minim dibandingkan dengan jumlah lembaga 
keuangan syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan dimana 
keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Pelaksanaan 
audit syariah bertujuan untuk memberikan opini atas kesyariahan operasional 
Lembaga Keuangan Syariah. Namun, penelitian ini berfokus pada empat pokok 
masalah yakni kerangka kerja (framework) audit syariah, lingkup (scope) audit 
syariah, independensi (independence) auditor syariah dan kualifikasi 
(qualification) auditor syariah. Sehingga dalam penelitian ini tidak menunjukan 
opini kesyariahaan BNI Syariah  yang dituangkan dalam Laporan Rapat Anggota 
Tahunan (RAT). 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : Selasa, 06 November 2018 
Informan   : Ibu Aisyah 
Bagian   : Branch Intenal Control (BIC) BNI Syariah 
      Makassar 
 
1. Apakah audit syariah sudah dilaksanakan di BNI Syariah Makassar? 
2. Menurut bapak/ibu seperti apa yang disebut audit syariah tersebut dan apa 
yang membedakannya dengan audit konvensional? 
3. Apakah BNI Syariah Makassar telah memiliki kerangka kerja dalam 
pelaksanaan audit syariah? 
4. Bagaimanakah kerangka kerja audit syariah di BNI Syariah Makassar? 
5. Apa sajakah ruang lingkup audit syariah yang dilaksanakan di BNI 
Syariah Makassar? 
6. Apakah aspek operasional lembaga termasuk dalam lingkup audit syariah 
yang dilaksanakan? 
7. Bagaimanakah kualifikasi auditor syariah di BNI Syariah Makassar? 
8. Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemilihan auditor syariah di 
BNI  Syariah Makassar? 
9. Bagaimana independensi auditor syariah di BNI Syariah Makassar? 
10. Bagaimana peran dan fungsi DPS sebagai auditor syariah pada LKS? 
11. Seperti apa legalitas seorang DPS/auditor syariah? 
12. Apa yang menunjukkan penerapan kepatuhan syariah yang telah 
dilaksanakan dewan pengawas syariah? 
13. Apa rujukan DPS/auditor syariah dalam penerapan kepatuhan syariah? 
14. Jika ditemukan pelanggaran, bagaimana tindakan DPS/auditor syariah 
selanjutnya, baik pelanggaran berat, ataupun ringan? 
15. Apakah harapan Ibu kedepan tentang Kepatuhan Syariah di LKS? 
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BTSNIS IStAiA UIN ALAUDDIN iAAKASSAR
NOMORT8TAHUN 2OI8
TENTANG
PANINA DAN NIN PENGUJI SET1INAR HASI1 PENETIflAN DAN PENYI'SUNAN STMPsl MAHASTSTYA
A.n.Resklonq. Nlful : 90tl00l I 41 42
JURUSAN AKUNIANSI FAKULTAS EKONOAAI DAN BISNIS ISLAIA U!N ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKUTTAS EKONOMI DAN BISNIS IStA't'T UIN ATAUDDIN MAKASAR
Memboco
Menimbong
Mengingot
Menetopkon
Pertomo
Surol Permohonon Mohosiswo Fokullos Ekonomi don Bisnis lslom UIN Alouddin
Mokossor, Resklono, NIM: 90400114142 untuk meloksonokon seminor hosil .
Bohwo untuk peloksonoon don keloncoron seminor droft/hosil, perlu dibentuk ponitio
don tim pengujiseminor hosil don penyusunon skripsi
l. Undong-undong No. 20 Tqhun 2003 lenlong Sistem Pendidikon Nosionol;
2. Undong-undong No. 12 Tohun 2012 tenlong Pendidikon Tinggi;
3. Peroluron Pemerintoh Nomor 12 Tohun 2010 yong disempurnokon dengon
Peroturon Pemerinloh No. 65 Tohun 2010;
4. Keputuson Presiden Nomor 57 Tohun 2005 tentong Perubohon lnstitul Agomo
lslom Negeri Alouddin menjodi Universitos lslom Negeri Alouddin Mokossoc
5. Kepuluson Menleri Agomo Rl Nomor 2 Tohun 2005 tentong Mekonisme
Peloksonoon Pemboyoron otos Bohqn Anggoron Pendopolon don Belonjo
Negcno di tingkungon Kemenkion Agomo;
6. Peroturon Menleri Agomo Rl. No. 25 Tohun 2013 don Peroluron Menteri Agomo
R.l. No 85 Tohun 20,l3 lentong Orgonisosi don Tolo Kerio UIN Alouddin Mokossor;
7. Keputuson Menteri Agomo Rl. Nomor 93 Tohun 2007 tentong Stolulo UIN Alouddin
Mokossoc
MEMUTUSl(AN
Membentuk Ponitio don Tim Penguji Seminor hosil, Juruson AKUNTANSI Fokultos
Ekonomi don Bisnis lslom UIN Alouddin Mokossor dengon komposisi :
Ketuo : Prof. Dr. H. Ambo Assc, M.Ag.Sckcr{ods : G)r.l*. f,bd. tTahsb,'SE.,l .Sl.
Pemblmblng : Prof. Dr. H. Musllmln Koro, M.Ag.
Pemblmblng l! : Dr. Solful, SE., i .SA, Ak.
Pengull I : Jqmoluddln M., SE., l,l.Sl.
PenguJl ll : Dr. Hqsblulloh, SE.,i .Sl.
Pelqksono : lsno Kumolosorl, S.A9., M.Pd.
l. Ponitio bertugos meloksonokon seminor hosil, memberi bimbingon, peluniuk-
pelunjuk, perboikon mengenoi moleri, metode, bohoso don don kemompuon
menguosoi mosoloh penyusunon skripsi
2. Bloyo peloksonoon seminor hosil penelition dibebonkon kepodo onggoron
Fokullos Ekonomidon Bisnis lslom UIN Alouddin Mokossor
3. Apobilo dikemudion hori ternyoto terdopol kekeliruon dolom surot keputuson ini
okon diuboh don diperboiki sebogoimono mestinyo
Keduo : L Ponitio bertugos meloksonokon seminor hosil, memberi bimbingon, petunjuk-
petunjuk, perboikon mengenoi mqleri, melode, bohoso
Surol Keputuson ini disompoikon kepodo yong bersongkulon untuk diketohui don diloksonokon dengon penuh
longgungjowob.
Othncpkandl : Sqrnoie@ro
f*q*i ,C9
don
6l Prol. Dr. Ambo Asse. M.Ag.
7€mb6on ;
l. RektdUsl A,ouddtn A,{oko$ordlsomrecorc
2. PoN Jv,@h d Fokdts Ekonoml don &snk Hom
3. AEp
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UI}O ALAUDDIN MAKASSAR
ALAt]DDIN
FAKULTAS ETONOMI DAN BISNIS ISLAM
Korprs I : I t r r|&dm No. 63 Maliassa Th. ($4t I) 86t928 Fax 86,4923
Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata 
- 
Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400
Nomor : o73 /E8.1 /P?.w.? /1 /2ot?Sifot : Penting
Lomp : -
Hol : Uhdqngon Seminar Hosil
Somoto, l/ Jonvoi 2019
Kepodo Ylh
Bopok/lbu Penguji don Pembimbing
Di-
Mokossor
Assolomu Aroiku m WL Wb.
Dengon hormol, komi mengundqng Bopok/lbu untuk menghodiri Seminor Hosil
Penelition Mohosiswo:
Nomo : Reskiono
NIM :904001\4142Juruson : AKUNTANSI
Judul Skripsi : lmplemenlosi oudit syor'roh podo lembogo keuongon syorioh
(Studi kosus podo BNI Syorioh Mokossor)
Yong lnsyo Alloh okon dilokonokon podo :
Hori/Tonggol ; Senin, 14 Jonuori 201 9Wokiu : 14.00- 15.00 W|TA
Tempot : Ruong Seminor
Demikion otos perholionnyo komi ucopkon terimo kosih.
tbekon,
ffokultos Ekonoml don
Prot. Dr. H. Ambo Asse, i .Ag.4'
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Anak ke 7 (tujuh) dari 7 (tujuh) bersaudara. Pasangan dari 
ayahanda Mirdas dan Ibunda Mariana. Pendidikan formal 
dimulai dari Sekolah Dasar di MI 11 Bonelemo, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu pada 
tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008 pada tahun yang sama, penulis melanjutkan 
pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTs Bonelemo, Kab. Luwu dan 
lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan 
pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bajo, jurusan IPA, dan lulus 
pada tahun 2014.  Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam, Jurusan Akuntansi dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi 
pada tahun 2019. 
 
